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MOTTO

£ Untuk menuju siang, malam butuh waktu pagi. Untuk menuju
malam, siang butuh sore. Dalam hidup semua ada prosesnya.
Selangkah demi selangkah. (Om)

# Nikmati saja proses takutmu, dinamika kekhawatiranmu, ambil

resiko, berbuatlah meskipun kadang salah, keluarlah dari zona
nyaman. Karena ketika kita tidak berani mengambil resiko, kita tidak
akan pernah menjadi apa-apa. (Om)

# Menjadi orang penting itu baik, tapi bagi saya menjadi orang baik
jauh lebih penting dan benar. (Om)
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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS
TERHADAP PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH
(Studi di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten KulorProgo)
Oleh
Trisni Anggraini

06110244002

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimemglementasi BOS
terhadap penurunan angka putus sekolah di SMP Rec@natan Kokap serta
faktor pendukung dan faktor penghambat implemenBssituan Operasional
Sekolah (BOS) dalam menurunkan angka putus sekbl&8MP N se-kecamatan
Kokap.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif d@skf. Subjek penelitian
adalah anak usia sekolah SMP yakni anak yang ibet3s15 tahun yang telah
mengalami putus sekolah serstakeholder pendidikan yang ada di wilayah
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Teknik pemguan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokusieKiabsahan data diuji
dengan menggunakan triangulasi data dengan menmggadi data yang
diperoleh dari sumber penelitian. Data yang diggdralianalisis melalui reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulanfifeesi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan®8€angat membantu
masyarakat Kecamatan Kokap yang sebagian besarpakamu masyarakat
golongan ekonomi menengah ke bawah dalam menirgkatkses pendidikan.
Namun hal ini tidak berdampak langsung terhadapiperan angka putus sekolah
karena selama kurang lebih 5 tahun berjalannyajdéem BOS, jumlah angka
putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap tidakgaleami penurunan. (2)
faktor pendukung implementasi BOS terhadap penurwaregka putus sekolah
adalah latar belakang ekonomi orang tua, sosialB@$ secara intens kepada
masyarakat dari pemerintah dan sekolah serta ammasyarakat yang tinggi
dalam menerima kebijakan BOS; (3) faktor penghanibgilementasi BOS
terhadap penurunan angka putus sekolah adalahhmeyalanotivasi belajar anak,
perilaku indisipliner anak, anak bekerja, lataralkahg pendidikan orang tua,
kondisi geografis daerah yang sulit, dampak kenmajlRTEK, transmigrasi,
adanya gangguan teman sebaya, kurangnya sarapaaganana yang menunjang
proses pembelajaran serta kurangnya pendidik daag#e kependidikan yang
berkualitas.

Kata kunci: implementasi, kebijakan BOS, angka psekolah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas surdhya manusianya
(SDM). Manusia Indonesia menempati posisi sent@h dtrategis dalam
pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga digerlukadanya
pengembangan SDM secara optimal. Pengembangan Sipisit dlilakukan
melalui pendidikan mulai dari dalam keluarga, hmdiggkungan sekolah dan
masyarakat. Salah satu SDM yang dimaksud adalabrgg@nmuda young
generation sebagai kader pembangunan yang sifatnya maséngiat, perlu
dibina dan dikembangkan secara terarah dan bejkelanmelalui lembaga
pendidikan sekolah yang bermutu. Hal ini sesuaigda tujuan pendidikan
nasional menurut UU No. 20 th 2003 yang menyatdednwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampdan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang babatartialam

rangka mencerdaskan  kehidupan bangsa. Bertujuan uk unt

berkembangnya potensi anak didik agar menjadi nmiaryag beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhildia, sehat

berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi wargagara yang

demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi setiamavnegara.
Seperti yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 200&tey sistem pendidikan

nasional pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama umikperoleh
pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11 ayat (1) yakan

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberigganan dan



kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendigikag bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatidmvh pendidikan
merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi gikadi dasar merupakan
kewajiban yang harus diikuti oleh setiap wargaanaglan pemerintah wajib
membiayai kegiatan tersebut. Konsekuensi dari érakebut maka pemerintah
wajib memberikan layanan pendidikan bagi selurutepa didik pada tingkat
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuandipgé&an yang
sederajat).

Namun,munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi ataelan
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangatard Pusat dan
Daerah sekaligus memunculkan kebijakan baru yatijékan desentralisasi
pendidikan. Konsep desentralisasi merupakan suatangka kewenangan
kebijakan pengelolaan pendidikan yang menggeseadmgana sentralisasi
semasa pemerintahan orde baru. Konsep deseniraligas sentralisasi
mengacu pada sejauh mana wewenang dilimpahkan, sdatu tingkatan
manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnyg lyarada dibawahnya,
atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentrgliddanfaat desentralisasi,
sama dengan manfaat delegasi, yaitu melepaskam lmeaajemen puncak,
penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, sgghéerja, dan inisiatif
yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendaar(RNugroho, 2008: 27).

Desentralisasi pendidikan di Indonesia mengacu padaberian

kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat padaenm@ah daerah

kabupaten/kota. Desentralisasi pendidikan ditenapk#uk peningkatan mutu



pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwmpd& positif atas
kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi: apipgkatan mutu; b) efisien
keuangan; c) efisien administrasi; dan d) perlupsanerataan (Siti Irene
Astuti 2009: 6). Akan tetapi, dalam konteks keka@a yang bersifat
desentralisasi memperlebar jurang perbedaan akéanampuan daerah yang
telah maju dengan daerah yang masih tertinggalngghi menghambat
pencapaian program pemerataan pendidikan. Dengatiskdiap daerah yang
berbeda berakibat pada semakin lebarnya kesenjamgara daerah yang telah
maju dengan daerah-daerah yang masih tertinggain@m daerah-daerah
yang tertinggal tersebut akan semakin sulit memgegdertinggalan mereka
khususnya dalam hal akses masyarakat terhadapdgeardiyang bermutu.

Salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk nasighal tersebut
adalah dengan menambah anggaran pendidikan m&&ai Dalam sejarah
perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami 4 (enf@dilamandemen, hanya
bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi araguya yaitu sebesar 20%
dari anggaran dalam APBN/APBD. Lebih lanjut dalamsd 31 ayat (4)
disebutkan bahwa:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekdkanangnya dua
puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan damjaehegara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah umienuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesih tertekad untuk
memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikarardeBada tahun 1994

pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belggrdidikan Dasar



Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpeed Nahun 1994
tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dakar, pada tahun 2006
tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inftess tahun 2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Befagadidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Selain itu, upaya lain dari pemerintah adalah meld)epdiknas,
menyalurkan dana bantuan dan kemudahan melalurgro@®OS (Bantuan
Operasional Sekolah). Dalam konteks ini pada pms progam BOS
dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akseyarakat, khususnya
siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu teypadendidikan yang
berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajah@n. Dana BOS adalah
pelaksanaan Program Kompensasi pengurangan Siadidn Bakar Minyak
(PKPS-BBM) yang direlokasikan di bidang Pendidiksgjak Tahun 2005.
BOS merupakan program pemerintah untuk meningkatkaruasan dan
pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasaib B&jpjar Pendidikan
Dasar 9 Tahun yang bersumber dari APBN.

Dana BOS diperuntukan khusus untuk siswa/i setin§kd SLTP yang
kurang mampu, sedang untuk siswa/i kurang mampu Sité& setara akan
diberikan beasiswa secara langsung dengan carsfdraanpa perantara ke
rekening siswa/i tersebut (kurang mampu / miskitgnggunaan Dana BOS
adalah untuk Belanja Barang/Jasa dan Pengeluataik ttonorarium Guru
dan Bantuan Siswa. Menurut salah satu dari surataad: Surat Edaran

DepKeuRI/Dirjen Pajak No. SE-02/PJ./2006, segalangpkiaran tetap



dikenakan pajak PPH 21/ 22 / 23 dan juga Bea Me{Buku Panduan BOS
2009).

Dalam buku panduan BOS tahun 2009, dana BOS dikanumulai
tahun ajaran 2005/2006. Untuk tahun 2009 anggaeansgnilai Rp
575.000/siswa/tahun untuk tingkat SMP/SMPLB/SMPT kiita dan Rp
570.000/siswa/tahun untuk tingkat SMP/SMPLB/SMPkahupaten. Bantuan
dana BOS diharapkan dapat mengurangi atau bahkarmghaeus biaya
pendidikan yang selama ini dibebankan kepada malsygar

Sampai saat ini, program BOS telah berjalan kurifgh selama 5
tahun. Akan tetapi hasil dari kebijakan BOS tersdimlum nampak secara
signifikan terutama dalam hal berkurangnya jumlaigka putus sekolah
tingkat SMP N. Angka putus sekolah yang dimaksueh gbeneliti adalah
jumlah siswa yang meninggalkan sekolah sebelumslybada jenjang
pendidikan tingkat SMP N. Hal ini terjadi di daerd&ecamatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang terlihat datadabel di bawah ini:



Tabel. 1

Tabel Angka Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kalp

Kabupaten Kulon Progo

No. Tahun Angka Putus Sekolah Jumlah
Ajaran SMP N 1 SMP N 2 SMP N 3
Kokap Kokap Kokap
1 2005/2006 8 1 1 10
2 2006/2007 2 12 3 17
3. 2007/2008 1 5 2 8
4 2008/2009 1 2 2 5
5. 2009/2010 1 3 2 6

Dokumen: SMP N 1, SMP N 2 dan SMP N 3 Kokap Kabkuagatilon Progo.

BOS yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengamt@®@9, jumlah anak putus
sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap Kabupaten KRBlaigo tidak mengalami

perubahan secara signifikan. Apabila dilihat sekaseluruhan maka jumlah anak

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selambalkheya kebijakan

putus sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap ini cemadgeturun naik.

Tabel. 2

se-Kecamatan Kokap kabupaten Kulon progo

Tabel Jumlah Angka Putus sekolah Berdasarkan Usiaekolah

No. Tahun Usia Sekolah yang Putus Sekolah
Ajaran SD SMP SMA/SMK | Perguruan
Tinggi
1. 2006/2007 47 48 12 6
2. 2007/2008 47 48 12 6
3. 2008/2009 47 48 12 6

Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonder Tahun 2009




Di tunjang oleh data yang bersumber dari profildmeatan Kokap di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama limaogeriberjalannya
kebijakan BOS, apabila dilihat dari usia anak mjaikalah anak putus sekolah
di daerah Kecamatan Kokap masih cukup tinggi. Bahkdak mengalami
perubahan sama sekali. Untuk itu, penelitian im penting untuk dilakukan
guna menganalisis implementasi kebijakan BOS teghgubnurunan jumlah
angka putus sekolah tingkat SMP N di Kecamatan Kdkabupaten Kulon
Progo.

Penelitian ini dilakukan khususnya pada SMP N yadg di daerah
Kecamatan Kokap dengan pertimbangan daerah KecarKat@p merupakan
daerah yang angka putus sekolahnya cukup tinggskien kebijakan BOS
telah berjalan selama 5 tahun, akan tetapi angkas mekolah untuk tingkat
SMP N di Kecamatan Kokap ini tidak mengalami pehamyang berarti atau

tidak terjadi perubahan yang signifikan.

B. Identifikasi Masalah
1. Masih tingginya angka putus sekolah.
2. Belum maksimalnya pencapaian program WAJAR 9 Tahun.
3. Belum maksimalnya implementasi kebijakan BOS dalam@ngurangi
angka putus sekolah.
4. Desentralisasi pendidikan berdampak pada semakiamdsa jurang
perbedaan antara daerah yang telah maju dengamhdgang masih

tertinggal.



C. Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ImplenasntBOS dalam
penurunan angka putus sekolah di SMP N se-Kecankaéiap Kabupaten

Kulon Progo.

D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian di alalsk:
1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS terhadap peanrangka putus
sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten KBlogo?
2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kebijakan &@28n mengurangi
angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakanS Bdalam

mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecankaikap?

E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui implikasi implementasi kebijakan BOShéelap pengurangan
angka putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap pabo Kulon
Progo.
2. Mengetahui factor-faktor yang mendukung pelaksanaamnjakan BOS
dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN sewatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo.



3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksarkadbijakan BOS
dalam mengurangi angka putus sekolah di SMPN sewatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo.

F. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah konsg@rkdentang
kebijakan pendidikan khususnya pada mata kuliahabBasar
Kebijakan Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat ardal
Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dhaigi pemerintah
untuk menciptakan sebuah kebijakan baru dalam gigandidikan.
c. Sebagai tambahan informasi bagi dinas pendidikankaite
implementasi kebijakan BOS SMPN di Kecamatan Kokap.
d. Sebagai informasi tentang implementasi kebijakais BiDsekolah.
2. Secara Praktis
a. Membantu dinas pendidikan mengetahui faktor-fagmyebab putus
sekolah bagi siswa SMPN yang ada di Kecamatan Kokap
b. Membantu Dinas Pendidikan dalam analisigcomeprogram BOS
dalam hal angka putus sekolah.
c. Sebagai syarat kelulusan program Sl Prodi Kehidkendidikan.
d. Sebagai media bagi peneliti untuk mendapatkan pemga langsung

dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmug yslah
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diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang asben di
lapangan.

e. Sebagai media pengabdian peneliti kepada masyarakat



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan atau biasa disebut dengericy secara etimologis
berasal dari katpolis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negata-k
Dalam bahasa latin kata ini menjamblitia, artinya negara. Masuk kedalam
bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersefenjadi policie, yang
pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atannistrasi pemerintah
(Dunn, 1981:7). Definisi lain dikemukakan oleh ThmsnR. Dye yang
menyatakan bahwa kebijakan diartikan sebagaiwhatever government
chooses to do or not to dgSolichin Abdul Wahab, 1997:4).

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988:66) pada ekaknya
pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadatu masalah,
merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, igemciatu masalah
dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yarggate (dalam Bambang
Supriyadi, diakses dari http://massofa.wordpress)co

James E. Anderson memberikan rumusan kebijakangaelperilaku
dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansng@entah) atau serangkaian
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Solidbhdul Wahab, 1997:2)

Sedangkan kebijakan pendidikan sendiri dalam Emgéddia Wikipedia
disebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaagatekumpulan hukum

atau aturan yang mengatur pelaksanaan system pendigang tercakup di

11
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dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapairt tersebut. Mark
Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O’Neil, mengemakalkiahwa kebijakan
pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, balganstensi, bagi negara
bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijgkandidikan perlu

mendapatkan prioritas utama dalam era globalissisirgaret E. Goertz

mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaagam efisiensi dan
efektifitas anggaran pendidikan (Riant Nugrohd&85,36,dan37).

Menurut H.A.R Tilaar dalam Kebijakan Pendidikan @8040),
kebijakan pendidikan dijelaskan sebagai keselurulpgoses dan hasil
perumusan langkah-langkah strategis pendidikan ydijaparkan dari visi,
misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan a@eanya tujuan
pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kuakbu tertentu.

Dari beberapa pengertian kebijakan yang diungkapkbah para
iimuwan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulanzakebijakan pendidikan
merupakan aturan tertulis yang mencakup pertanyadrat (apa), why
(mengapa),who (siapa), where (di mana), danhow (bagaimana) yang
menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi a@stbalga-lembaga
pendidikan.

Efektif tidaknya suatu kebijakan dalam menyelesaik@rmasalahan
sangat tergantung pada implementasinya. Dalam kameisster (Solichin
Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dusikan secara pendek,

dimana“to implementasi”(mengimplementasikan) berartio”provide means
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for carrying out; to give practical effect to'(menyajikan alat bantu untuk
melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu)

Pengertian yang sangat sederhana tentang implesneat#alah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. J¢b@8l), dimana
implementasi diartikan sebadgetting the job donetlan"doing it". Tetapi di
balik kesederhanaan rumusan yang demikian berattiwé implementasi
kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yangtdéifakukan dengan
mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jonesuntugé adanya syarat
yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, wukmg kemampuan
organisasi atau yang sering disebut dengssources Lebih lanjut Jones
merumuskan batasan implementasi sebagai prosesirpaae sumber daya
tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apahgang dilakukan

Van Meter dan Van Horn (1978:70) mendefinisikan lengentasi
kebijakan sebagai berikut:

“Policy implementation encompasses those actions by puanict

private individuals (and groups) that are directatthe achievement of

goals and objectives set forth in prior policy dgens. “

Definisi tersebut memberikan makna bahwa implenstrkabijakan
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh imllivindividu (dan
kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan padeapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakiapada suatu saat berusaha
untuk  mentransformasikan  keputusan-keputusan  menjgmbla-pola

operasional, serta melanjutkan usaha-usaha terseliik mencapai
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perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, ydiaghanatkan oleh
keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat Hipergertian
bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yangh teldetapkan
sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya akemc manusia, dana,
dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik @emerintah maupun
swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Solichin Abtlahab, 1997:65)
menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implemetkiasijakan sebagaimana
berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah grogiinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatmaplementasi

kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatangyéimbul setelah
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, maiicakup baik
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya  maupun uk unt
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat kdégadian-
kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nanigzdiwva
implementasi kebijakan tidak hanya terbatas paudtakian atau perilaku badan
alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung gawintuk melaksanakan
program dan menimbulkan kepatuhan dari target grogmun lebih dari itu
juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik imosekonomi yang
berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlilsat pada akhirnya
terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidiakagpkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakang ydapat

digunakan. Van Meter dan Horn mengajukan model meaig proses
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implementasi kebijakar{fa model of the policy implementation process).
Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat nensariabel yang
membentuk hubungan antara kebijakan dengan pekdsayaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,

2. Sumber-sumber kebijakan,

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatagiktan pelaksanaan,

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan ekonomi, social dan politik.

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini berangki argumen
bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implemakéasdipengaruhi oleh
sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutngeeka menawarkan suatu
pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan astekabijakan dengan
implementasi dan suatu model konseptual yang mdngigkan dengan
prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini meskga pula pendiriannya
bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindakpakan konsep-konsep

penting dalam prosedur implementasi (Solichin Abffahab, 1997: 78-79).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebddmagnplementasi
kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai varialbell faktor yang pada
gilrannya akan mempengaruhi keberhasilan implemnsenkabijakan itu

sendiri.
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B. Kebijakan Pendidikan di era Otonomi Daerah (Desetralisasi Pendidikan)

Penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia titahlai semenjak
masa penjajahan, dilanjutkan oleh rezim Orde Lab®#%-1965) kemudian
dilanjutkan kembali oleh rezim Orde Baru (1966-19%ari rezim Orde lama
sampai dengan rezim Orde Baru, kebijakan pendiddalmdonesia bersifat
sentralistik dimana kebijakan pendidikan terpusatgppemerintah.

Reformasi pendidikan melalui pelaksanaan kebijakl@sentralisasi
pendidikan dalam rangka otonomi daerah dewasaam aangat menentukan
sosok dan kinerja sistem pendidikan nasional diangepan. Tujuan utama
reformasi pendidikan adalah membangun suatu sigtendidikan nasional
yang lebih baik, lebih mantap dan lebih maju dengaoptimal mungkin
memberdayakan potensi daerah dan partisipasi nsstdokal.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999artgnt
Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan menger@anukgkinan-
kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam saigsag lebih kondusif
dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasu& @i dalamnya,
berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembanigamgb pendidikan.
Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adapgeubahan
pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentilalisepada yang lebih
desentralistik dengan tetap dalam kerangka negasatkan Republik

Indonesia.
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Selain itu, otonomi daerah di bidang pendidikanasdegas telah
dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengaembagian
kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemgmnitséit hanya menangani
penetapan standar kompetensi siswa, pengaturakukuri nasional dan
penilaian hasil belajar nasional, penetapan stanuaeri pelajaran pokok,
pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan perserjnmerpindahan dan
sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlam jbelajar efektif. Untuk
propinsi, kewenangan terbatas pada penetapan kabifgntang penerimaan
siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dataktimampu, dan
penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajakak/pwdul pendidikan
bagi siswa.

H.A.R. Tilaar dalam Membenahi Pendidikan Nasion2002: 20)
menyatakan bahwa ada tiga hal yang berkaitan deaggansi desentralisasi
pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah: a. pembaagu masyarakat
demokrasi; b. pengembangan sosial kapital, daneningkatan daya saing
bangsa. Desentralisasi pendidikan diterapkan unpéningkatan mutu
pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwmpd& positif atas
kebijakan desentralisasi pendidikan, meliputi: @ipgkatan mutu; b) efisiensi
keuangan; c) efisiensi administrasi; d) perluasamgrataan pendidikan (Siti
Irene Astuti 2009: 6).

Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi pendidik@rupakan sesuatu
hal yang baru, oleh karena itu diperlukan kehatiahadan kecermatan agar

pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatifnukg Yahya A.
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Muhaimin dalam Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah”
(2001:xxxiv), ada beberapa hal vyang perlu diardsip dalam
mengimplementasikan desentralisasi pendidikany yaibritas nasional, mutu
pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan,npseta masyarakat dan
akuntabilitas.

Salah satu hal yang penting untuk mendapat perhata@am era
otonomi daerah adalah prioritas nasional dalamkpal@man wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun (WAJAR 9 Tahun). Setiagrata memiliki
kemampuan yang bervariasi untuk melaksanakan dabsasi pendidikan,
padahal pelaksanaan program WAJAR 9 Tahun terdedus tetap menjadi
prioritas pembangunan pendidikan di seluruh wilaylakdonesia karena
berimplikasi langsung pada pemerataan pendidikan.

Program Wajib Belajar 9 Tahun (WAJAR 9 Tahun) meakgn progam
dari Menteri Pendidikan Nasional Profesor Bambangil$/o yang dimulai
pada tahun 1994 berupa sekolah gratis sampai 8B khusus siswa yang
sekolah di SD/SMP negeri kecuali sekolah yang sumataraf Internasional
agar para anak-anak penerus bangsa ini tidak bddotbuta huruf dan juga
agar pendidikan di Indonesia menjadi bertambah madikator utama
penuntasan WAJAR Dikdas adalah pencapaian Angkesipasi Kasar (APK)
SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2@®8/B@ri sisi jumlah
siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampyediakan layanan
pendidikan terhadap sekitar 1.9 juta anak usia 15 tahun yang selama ini

belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/ g yaederajat.
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Penuntasan WAJAR Dikdas 9 Tahun harus merupakagrgmo bersama
antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembagal smim masyarakat.
Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen danegflui gerakan
nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agano&ralsi, legal formal
perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang beloremahami
pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasisyarakat untuk
mensukseskan program nasional tersebut.

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional pasam Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah :

a. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekalatdbSMP,
MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.

b. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masukolabk
SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidedsdkolah
SMP/MTs masih tinggi.

c. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yateyagt

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menswlses
penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

e. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatalam
mensukseskan gerakan nasional penuntasan WajibjaBela
Pendidikan Dasar 9 Tahun.

f. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerirgaiat,
pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatahand

penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.



20

Sasaran gerakan nasional penuntasan Wajib Beldjah@n ini adalah

untuk :

3.

Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13—-15 talyamg
belum belajar di SMP/MTs atau yang sederajat.

Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikiakaan tidak
dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.

Anak putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.

Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, asarakd« usia SMP

dapat memilih sekolah yang sesuai dengan piliham kizssempatan yang

dimiliki, seperti:

a.

b.

SMP Negeri atau SMP Swasta Biasa

SD-SMP Satu Atap

SMP Terbuka

MTs Negeri atau MTs Swasta atau sekolah lainnyg gaderajat
Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakamnaon

Wajib Belajar

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah progranomas Oleh

karena itu, untuk mensukseskan program itu penjag@ma yang menyeluruh

antara:

1.

Pemerintah Pusat (Menko Kesra, Mendiknas, Mendadgnkeu,
Menpan/Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Mentan, Mgenhu

Menteri Kelautan dan Perikanan, Menperi, Menakestrdlenhum
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dan HAM, Menkominfo, Menneg Lingkungan Hidup, Megne
Pemberdayaan Perempuan, Menneg Pembangunan Daerah
Tertinggal, Menneg Pemuda dan Olahraga, Menneg BUMN
Kepala Badan Pusat Statistik)

Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi)

Pemerintah Kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kalemp&bta)
Pemerintah Kecamatan (Kantor Cabang Dinas Pendidika
Kecamatan)

Kelurahan

samping itu, masyarakat dan organisasi-organisassial

kemasyarakatan, seperti Dharma Wabita, PKK, BhagamgDharma Pertiwi

dan lainnya diharapkan tetap meningkatkan parsgiya dalam penuntasan

Wajib Belajar 9 Tahun.

Namun, karena kemampuan daerah yang bervariasia mpetbedaan

akses pendidikan antara kabupaten dan kota di ési@ryang sudah terjadi

pada awal desentralisasi akan semakin melebar.bakkya, bila tidak ada

dukungan khusus untuk daerah-daerah tertinggalpdepinsi dan pemerintah

pusat, maka ketimpangan akses pendidikan antaaliladan semakin besar

dan tujuan pemerataan di bidang pendidikan akah tsotapai. Oleh karena

itu, guna menanggulangi permasalahan di atas, nmEda tahun 2005

pemerintah pun mencanangkan suatu kebijakan péadidibaru yang

dinamakan dengan kebijakan Bantuan Operasionall&eladau yang biasa

dikenal dengan kebijakan BOS.
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C. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Munculnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah SBQlilatar
belakangi oleh meningkatnya subsidi BBM yang hamdibayar oleh
pemerintah karena semakin meningkatnya harga minlaka pada tahun
2005 berdampak pada penurunan kemampuan daya baslianakat miskin,
termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengaksesdikard Banyak siswa
yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya kntuelanjutkan sekolah
serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dakubpelajaran dalam
rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sgkoDitambah lagi adanya
kebijakan otonomi daerah yang secara langsungnikarhunculkan kebijakan
desentralisasi pendidikan berdampak pada semaKimysu daerah-daerah
tertinggal untuk mengejar kemampuan daerah-daemaly iebih maju dalam
hal akses pendidikan. Hal ini tentu saja menghamipgya penuntasan
program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR 9 Tahdan tentu saja
berdampak langsung pada sulitnya pencapaian pexaarapendidikan.

Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentaisten$
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiapawsagara yang berusia
7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. P&lalayat 2 menyebutkan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjanseléeggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanp@mungut biaya,
sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajibjabetaerupakan
tanggung jawab negara yang diselenggarakan olelalgan pendidikan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.eKoessi dari amanat
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undang-undang tersebut adalah pemerintah dan peaterdaerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peséidék pada tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan peldid#n yang sederajat.

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi dampakikean&arga BBM
tersebut pemerintah merealokasikan sebagian bemggamnnya ke empat
program besar, yaitu program pendidikan, kesehatdirastruktur pedesaan,
dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu progda bidang pendidikan
adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nd@kan bantuan bagi
sekolah dengan tujuan membebaskan biaya penditi&gnsiswa yang tidak
mampu dan meringankan beban bagi siswa yang l&amdangka mendukung
pencapaian Program WAJAR 9 Tahun. Program BOS #aitama Kkali
dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankeaban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalagkaawajib belajar 9
tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus, pr@®@6s bertujuan untuk
menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat péikdin dasar dari beban
biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupekolah swasta,
menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP niegbadap biaya operasi
sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internabi@®l) dan rintisan sekolah
bertaraf internasional (RSBI) serta meringankanahelbiaya operasi sekolah
bagi siswa di sekolah swasta. Dalam surat edaraiK&eRI/Dirjen Pajak No.
SE-02/PJ/2006 penggunaan dana BOS yang digunakank uBelanja

Barang/Jasa dan Pengeluaran untuk Honorarium GanuBhantuan Siswa,
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semuanya tetap dikenakan pajak PPH 21/ 22 / 23ug@nBea Meterai (Buku
Panduan BOS tahun 2009).

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan t8ifasuk
Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat KegiB&lajar Mandiri
(TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baien maupun swasta di
seluruh provinsi di Indonesia. Semua sekolah SDESBMP/SMPLB/SMPT
negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersatenolak BOS, maka
sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didiang tua atau wali
peserta didik. Akan tetapi, program Kejar Paketaf @aket B tidak termasuk
sasaran dari program BOS ini.

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Ta&oa®
meliputi semua peraturan perundang-undangan yatakbeyaitu:

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang PembentBkdan
Pemeriksa Keuangan.

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengaangrdndang
No. 43 Tahun 1999.

d. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyeleagga
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, &otlan
Nepotisme.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang BendaharsViaib

Memungut Pajak Penghasilan.
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Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuanggarse

. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem itRkad
Nasional.

. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara
Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemeriDaanah.
Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentangeR#aan
dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kawgan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dagmio.

. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangi&t&Nasional
Pendidikan.

. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentango\VBajiajar

. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang ahaad
Pendidikan

. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar PendidikanrC&esabilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No/l03695

tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
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Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/UR2@nhtang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/UZ2@nhtang
Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M&0@ntang
Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buks Pelfajaran
Yang Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pdiken
Nasional

. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang ReaetBuku
Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
Digunakan Dalam Proses Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik hedta No. 2
Tahun 2008 Tentang Buku

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik he$ia No. 12
Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaramgy Ya
Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalams&so
Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tal2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidiasional
No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran TertingdiuBlieks
Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemendidikan

Nasional
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y. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik hedta No. 34
Tahun 2008  Tentang Penetapan Buku Teks Pelajdeany
Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalamséXo
Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, BaHadanesia
dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa IndonesiahaBa
Inggris)

z. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik hedga No. 41
Tahun 2008 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaramgy Ya
Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalamséXo
Pembelajaran

aa.Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan HR&pub
Indonesia No. SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman g$elakn
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan
Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) olehaBaralvan
atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan [2BadiB

Masing-Masing Unit Penerima BOS.

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 208&h sebagai
berikut:
1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiagvagishun
mulai Januari 2009 naik secara signifikan men;&d: di kota Rp
400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kotebRp000,

dan SMP di kabupaten Rp 570.000.
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Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenBiR&nsejak
Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus meskagba
siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali R8I SBI.

Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operdsio&D dan
SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pumgataebut
dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mamp

Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakajakabh BOS
tahun 2009 serta memberikan sanksi kepada pihakg yan
melanggarnya.

Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasiaralAdPBD

bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.
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Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, ddigatahui bahwa
penyelenggaraan program pendidikan nasional dinesia berjalan seiring
dengan kebijakan yang bersifat politik dari Pentatin Kebijakan politik di
Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ddatam pola yang saling
bergantian antara pola sentralistik dan desenikaliKebijakan pendidikan
mengikuti perubahan dari kebijakan politik pemeariran yang sentralistik dan
desentralistik tersebut.

Munculnya UU No.22 dan 25 th 1999 mengenai otondagrah dan
perimbangan keuangan pusat dan daerah mengaratikan gendidikan pada
kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralipasididikan bertujuan untuk
peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidiéisiensi keuangan dan
efisiensi administrasi. Dalam penelitian ini, lebdifokuskan pada tujuan
desentralisasi pendidikan yakni pemerataan perahdikDalam hal ini,
pemerataan pendidikan dilihat melalui besar keailmyngka putus sekolah
dalam suatu daerah.

Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan maka petaérin
mencanangkan beberapa program yang saling bersdeargan harapan dapat
mendukung pemerataan pendidikan. Adanya programARAJ Tahun, serta
adanya UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 terutama peatal 5 ayat (1)
dan pasal 11 ayat (1), mengisyaratkan pemerintabkwvajib memberikan
layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik gadgkat pendidikan dasar

(SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yangisgat).
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Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Bant@perasional
Sekolah (BOS). Dengan adanya program BOS diharapk@at membantu
memperkecil angka putus sekolah sekaligus berdangzala pencapaian
pemerataan pendidikan. Dalam implementasinya, &ednj BOS dibagi ke
dalam tiga bagian yaitu implementasi program BO&najemen BOS dan
monitoring program BOS.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan teatutigengaruhi
oleh berbagai variabel atau faktor yang akan meggreihi keberhasilan
implementasi kebijakan itu sendiri. Begitu jugaashalimplementasi kebijakan
BOS. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan keahaldua faktor yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor ini lah yarmkan memberikan
pengaruhnya baik itu pengaruh positif maupun negaterhadap jalannya
implementasi kebijakan BOS tersebut.

Untuk itu, penelitian ini penting untuk dilakukarurga mengetahui
apakah implementasi kebijakan BOS turut serta medmberikan perannya
dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah di SMeMNKecamatan
Kokap Kabupaten Kulon Progo dengan berbagai macaktorf yang
mempengaruhinya.

Dari penjelasan kerangka berpikir di atas, muneleoapa pertanyaan
yang akan diajukan kepada informan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS terhadap peanr angka

putus sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabup&aiéon Progo?
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Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kebijakan B@xam
mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecankaikap?
Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakarS Bfalam

mengurangi angka putus sekolah di SMPN se-Kecantkaikap?



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniaadgendekatan
kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipakai kaserpeneliti bermaksud
memperoleh gambaran yang mendalam tentang Implasiemtebijakan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Pemurukragka Putus
Sekolah di SMPN se-Kecamatan Kokap Kabupaten KRimgo. Pendekatan
kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemam yang berdasarkan
pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomenaiakodan masalah
manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuau sgatinbaran kompleks,
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangssponden, dan melakukan
studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:18pgdan dan Taylor
(Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologiitatih merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data degkipgtupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yanmdia

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamialan bersifat
penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ladainstrumen kunci. Oleh
karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori daawasan yang luas jadi bisa
bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyal gteliti menjadi lebih
jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada malaratdrikat nilai. Penelitian

kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, kntoengetahui makna yang

33
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tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, um#ngembangkan teori,
untuk memastikan kebenaran data, dan menelitisdejz@rkembangan.

Berdasarkan hal di atas ditunjang dengan perumusasalah yang
telah diungkapkan, maka penelitian ini menggunagandekatan kualitatif
deskriptif. Informasi yang dikumpulkan biasanya eligdah dari sebagian
populasi sebagai wakil populasi yang biasa disshotpel. Dalam melakukan
penelitian, peneliti tidak saja terekspresi seaskaplisit tetapi juga makna
yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yaeagpada pemikiran atau
pandangan respoden.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yangitestiengan mengikuti
pola pemikiran yang bersifaémpirical inductive, segala sesuatu dalam
penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulartadgana mencerminkan

keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

. Fokus Penelitian
Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan itatiél didalam

penelitian ini tetap diperlukan fokus penelitianuknmembatasi bidang studi
atau bidang penelitian. Adapun yang menjadi folalard penelitian ini adalah
implementasi kebijakan Bantuan Operasional Seko{BI®OS) terhadap
penurunan angka putus sekolah di SMPN se-Kecantébiap Kabupaten
Kulon progo kemudian faktor-faktor yang menjadi @emng dan
pengharnbat dalam implementasi kebijakan BOS tatstdykait penurunan

angka putus se
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C. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah SMP yang betstasekolah Negeri yang
berada di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kuloog® Pemilihan
lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja rggsive) dengan
pertimbangan bahwa:

1. Dilihat dari data, angka putus sekolah tiap tahuriKecamatan Kokap
setelah adanya program BOS tidak mengalami perabgdreg berarti.

2. Secara geografis, kondisi Kecamatan Kokap berugaatiapegunungan
dimana letak SMP Negeri nya saling berjauhan segaingnasyarakat
cukup sulit untuk mengakses SMP Negeri

3. Pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lol@asebut cukup

mudah dijangkau oleh peneliti karena peneliti berddi di DIY.

D. Populasi dan Sampel

Informan dalam penelitian ini adalah anak usia E#kgakni anak yang
berusia 13-15 tahun sertstakeholder pendidikan yang ada di wilayah
Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Metode jpkarasampleadalah
dengan purposive sampling, yakni penarikan sample berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang apa yikegahui. Responden
yang dijadikan sampel merupakan orang yang sengjgjih berdasarkan
pemikiran logis karena dipandang sebagai sumbex dttu informasi dan

mempunyai relevansi dengan topik penelitian.
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Responden sebadeay persordalam penelitian ini adalah :
1. Kepala UPTD Kokap
2. Kepala Sekolah serta guru SMP N 1 Kokap, SMP N Ragadan SMP N
3 Kokap.
3. Masyarakat sekitar daerah Kecamatan Kokap.

4. Siswa putus sekolah.

E. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelgnggunakan tiga
macam tenik pengumpulan data, yaitu:
1. Observasi
Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyo(®D07:145)
mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu pyasgkompleks,
suatu proses yang tersusun dari berbagai proséxmisialan psikologis.
Dua diantara yang terpenting adalah proses-prosggyamatan dan
ingatan. Tehnik pelaksanaan pengumpulan data dengaservasi
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilalanusia, proses
kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden ydiagati tidak terlalu
besar.
Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan jalpangamatan
langsung di lapangan dan wawancara dan studi dakemekemudian
mencatat fenomena yang terjadi terkait implementkadijakan BOS

terhadap penurunan angka putus sekolah serta -fagtor pendukung



37

maupun penghambat lainnya terhadap implementasijakah BOS
tersebut.
Wawancara Mendalaningerview)

Menurut Arikunto, (1998:132), wawancara seringetut juga
kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukaeh pewawancara
(interviewer) untuk memperoleh informasi dari teweacara
(interviewee). Dengan wawancara dapat diketahupreks muka, gerak
gerik tubuh yang dapat dicheck dengan pertanyaaibakeDengan
interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pitelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang utddmuk itu wawancara
mendalam sangatlah penting dalam penelitian ktélitavietode
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langspad&eesponden.
Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1989:89) metode dokwmtasi
merupakan metode untuk mengumpulkan data secararakgan-
keterangan yang ada pada catatan, transkip dan haikg berkaitan
dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Dekuiasi digunakan
untuk memperoleh data yang berupa catatan, dokusebagai pelengkap

data sekunder yang tidak ditemukan di lapangan.



38

F. Tehnik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu deskriptibka setelah data yang
terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederharddéta yang diperoleh ke
dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan dirgtasi yang pada
hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencanvalpan atas
permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang algberselanjutnya
dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yadiperoleh dilakukan
pemaparan serta interpretasi secara mendalam.yBagpada dianalisa serinci
mungkin schingga diharapkan dapat diperoleh kedmmpyang memadai yang
bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengamggunakan model
interaktif. Dalam model analisa ini terdapat 3 kamen analisa, yaitu: reduksi
data, salinan data dan penarikan kesimpulan (Miks Huberman. 1992),
yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data
Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian spdayederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang uhwlaci catatan-
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakug@neliti dengan cara
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuaggtigiak perlu,
dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikigm $ehingga
kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik damwvediikasi oleh

peneliti.
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b. Penyajian Data
Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan inf@mgang tersusun
yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untelakukan suatu
pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajigkemudian untuk
menggabungkan informasi yang tersusun dalam swstiulk yang terpadu
sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi diemumenentukan
penarikan kesimpulan secara benar. Penyajian iatia terpisahkan dari
analisis justru penyajian data akan menentukamn aralisa.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan danfigurasi yang utuh.
Kesimpulan juga diversifikasi oleh peneliti selapemnelitian berlangsung.
Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembgding melintas dalam
pemikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada eatalapangan atau
mungkin menjadi begit seksama dan makan tenagaadepgninjauan
kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk mpatkan salinan
suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Makna-makna yang muncul dari data harus diamatjj Bebenarannya
kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan teaigia. Jika tidak
demikian yang kita miliki adalah angan-angan vyandkat jelas
kebenarannya.
Telah dikemukakan tiga hal utama yang merupakanpkmen analisis
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikesinkpulan, sebagai

suatu yang saling terkait pada saat sebelum, seldara sesudah
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pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untukbaegun wawasan
umum yang disebut dengan analisis (seperti padd@aB). Tiga jenis
kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan datapakan suatu proses

siklus dan interaktif

G. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan keranddicatat dalam
kegiatan penelitian. Data tersebut harus diusahaiakan hanya untuk
kedalaman dan kemantapannya saja tetapi juga keerya. Tehnik
keabsahan data pada penelitian ini menggunakangtidiasi. Triangulasi
merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yantamieatkan sesuatu
yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan aebagai pembanding
terhadap data tersebut (dalam Moleong 2005:330).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini lalda dengan
triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metodaekankan penggunaan
metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkdm jéths diusahakan
mengarah pada sumber data yang sama untuk memguogirkapannya. Dalam
penelitian ini yaitu dengan membandingkan datalhasngamatan dengan

hasil wawancara serta dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kondisi Wilayah Kecamatan Kokap

Kecamatan Kokap merupakan salah satu kecamatan benaga di
wilayah tengah daerah kabupaten Kulon Progo prodleerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Kecamatan Kokap memiliki wilayaeluas 7.379,95 Ha
atau sebesar 12,588% dari wilayah Kabupaten Kulmgd® Kecamatan ini
merupakan kecamatan yang memiliki wilayah palingsiudiantara 11
kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Kulogd?r

Kecamatan Kokap terdiri dari lima desa yaitu deaagd Mulyo yang
memiliki luas daerah 1.520,97 Ha, Hargo Rejo mémnilias daerah 1.543,45
Ha, Hargo Wilis memiliki luas daerah 1.547,84 Haglikejo memiliki luas
daerah 1.295,96 Ha dan Hargo Tirto memiliki luaerda 1.471,73 Ha.
Sebagian besar wilayah Kecamatan Kokap yaitu sé8uEs0 Ha berada di
dataran tinggi yaitu di ketinggian 101-500 m dagrmpukaan laut. Sehingga
dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Kecamatkap berupa daerah
perbukitan.

Karena daerahnya yang sebagian besar adalah perbukaka mata
pencaharian sebagian besar penduduk adalah peténijayva yang biasa

disebut penderes. Apabila dilihat dari profil Keedam Kokap tahun 2009,
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sebagian besar penduduk di Kecamatan Kokap termasulalam golongan
Keluarga Pra Sejahtera. Hal ini dapat dilihat tivel berikut:
Tabel. 3

Tabel Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Kokap
Kabupaten Kulon Progo tahun 2009

No. Keterangan Jumlah
1. | Keluarga Pra Sejahtera 5823
2. | Keluarga Sejahtera | 1905
3. | Keluarga Sejahtera Il 1055

4. | Keluarga Sejahtera Il 1198
5. | Keluarga Sejahtera Plus 221

Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagiararbpsenduduk di
Kecamatan Kokap termasuk ke dalam golongan KeluBrgaSejahtera yaitu
sebanyak 5.823 keluarga. Sedangkan sisanya 1.90@rga termasuk ke
dalam golongan Keluarga Sejahtera I, 1.055 keludegmasuk ke dalam
golongan Keluarga Sejahtera Il, 1.198 keluarga @asuk ke dalam golongna
Keluarga Sejahtera I1ll, dan 221 keluarga termasek dalam golongan
Keluarga Sejahtera Plus.

Dengan latar belakang sebagian besar masyarakatvildiyah
Kecamatan Kokap yang berada pada golongan mendmgdiawah, maka
dapat dipastikan bahwa untuk saat ini pendidikamakter sebagian besar
masyarakatnya masih rendah. Tingkat pendidikan ymrid di wilayah

Kecamatan Kokap pada tahun 2009, dapat dilihatdtdael berikut:



Tabel. 4

Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kokap
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009
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No. Pendidikan Jumlah
1. | Buta Huruf 2998
2. | Tidak tamat SD 3824
3. | Tamat SD 11173
4. | SMP 7050
S. SMA 6511
6. | SMK 4058
7. | Pondok Pesantren 588
8. | Sarjana Muda 38

9. | Sarjana 266

Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikeebagian besar

masyarakat adalah tamat SD yaitu sebanyak 11.1@8udek. Sedangkan

sisanya sebanyak 2.998 penduduk buta huruf, 3.88dygluk tidak tamat SD,

7.050 penduduk tamat SMP, 6.511 penduduk tamat SifAum, 4058

penduduk tamat SMK, 588 penduduk tamat Pondok Besar88 penduduk

tamat Sarjana Muda, dan 266 penduduk tamat Saffseregan latar belakang

ekonomi dan pendidikan masyarakat tersebut makayadkebijakan BOS

dianggap sangat membantu mereka dalam hal aksdslixam.
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Meskipun dengan latar belakang pendidikan rendahdliki ekonomi
sebagian besar masyarakat berada pada golongamomekonenengah ke
bawah serta sebagian besar wilayah Kecamatan Kp&ag berupa daerah
perbukitan, akan tetapi prasarana pendidikan ddlamini jumlah sekolah
dianggap cukup memadai untuk menampung anak-analsekolah terutama
untuk tingkat SMP. Jumlah prasarana pendidikan yaah di tiap desa di

Kecamatan Kokap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 5
Tabel Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kokap
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009

No. Desa Jumlah Sekolah
TK SD SMP SMA PT
1. | Hargorejo 5 8 2 1 -
2. | Hargomulyo 5 9 1 - -
3. Kalirejo 5 8 1 - -
4. | Hargowilis 5 8 1 - -
5. | Hargotirto 4 9 1 - -
Jumlah 24 42 6 1 -

Dokumen: Profil Kecamatan Kokap Tahun 2009
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2. Implementasi Kebijakan BOS dan Putus Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sa@hpgogram
bantuan dari pemerintah dalam bidang pendidikanagabupaya untuk
menghindari terjadinya putus sekolah dan sulitmgamperoleh akses
pendidikan yang bermutu bagi masyarakat miskin gabdampak kenaikan
BBM guna penuntasan program Wajib Belajar 9 Taluogram ini bertujuan
untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yatak mampu dan
meringankan bagi siswa lain.

Dana BOS bersumber dari APBN dan merupakan realdas
program kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPBHBByang
dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Pémldisian dana BOS
tersebut disalurkan dengan cara didistribusikaméasekolah-sekolah melalui
Dinas Pendidikan Nasional setempat. Bantuan OmeralsiSekolah (BOS)
yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan mencakup
komponen untuk biaya operasional non personil. Beltiruh dana BOS yang
diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakaragan dana tersebut
untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptatsiah dibeli oleh
pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya dignnakiuk membiayai
kegiatan-kegiatan berikut:

a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerisiaa@ baru, yaitu
biaya pendaftaran, penggandaan formulir, admirssfpandaftaran, dan
pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang beukaibdngsung dengan

kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsupasitia, dan uang
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lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, danskliagainya yang
relevan).

Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perakizan.

Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi dppstakaan (lihat Bab
V).

Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, perab@tajpengayaan,
olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramukiang merah remaja
dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajabtahan di luar jam
pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/glalam rangka
mengikuti lomba).

Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujianlaekidan laporan
hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, hotkareksi ujian dan

honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buksj &apur tulis, pensil,
spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswaku inventaris,

langganan koran/majalah pendidikan, minuman daramak ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah.

. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listnik telepon, termasuk
untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringankdassekolah. Khusus
di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, danajikekolah tersebut
memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar sékolah, maka

diperkenankan untuk membeli genset.
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. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatabaik@n atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebelehgikain sanitasi sekolah
dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dargaekependidikan
honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membaonor tenaga
honorer yang membantu administrasi BOS.

Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKGQYNG dan
KKKS/MKKS.

. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswkimmysng menghadapi
masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jiki&idlebih ekonomis,
dapat juga untuk membeli alat transportasi sederlyamg akan menjadi
barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, pgrahyeberangan, dll).
Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kanfATK),
penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendaldatam rangka
penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalagka mengambil
dana BOS di Bank/PT Pos.

. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belégaras maksimum 1 set
untuk SD dan 2 set untuk SMP.

. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpependanaannya dari
BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dafat&®ebut dapat
digunakan untuk membeli alat peraga, media pendralaj mesin ketik

dan mebeler sekolah.
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Biaya operasional non personil inilah yang diptamkan, bukan
biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuksiase Sasaran program
BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP nkgiéri maupun swasta
di seluruh propinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekaahasuk untuk
BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa derkgéentuan:
1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/sisvirifte
Dalam implementasinya, kebijakan BOS dibagi ke mateya bagian
yaitu manajemen BOS, program BOS dan monitoring B@&am penelitian
ini, peneliti menggunakan model mengenai prosesementasi kebijakan dari
Van Meter dan Horrfa model of the policy implementation proceglam
model implementasi kebijakan ini terdapat enamalmii yang membentuk
hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Braaiable tersebut
merupakan bagian dari tiga bagian implementasi j&iedon BOS, vyaitu:
manajemen BOS (komunikasi antar organisasi tewukait kegiatan-kegiatan
pelaksanaan serta lingkungan ekonomi, social ddiikpo program BOS
(ukuran dan tujuan kebijakan serta sumber-sumbeéijakan), monitoring
BOS (ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksal@a sikap para pelaksana).
Masing-masing variable tersebut saling mempenggalénnya implementasi

kebijakan.
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Sampai saat ini kebijakan BOS telah berjalan seleamang lebih 5

tahun. Akan tetapi tujuan utama dari kebijakan B@ffam meminimalisir

terjadinya putus sekolah khususnya angka putuslaekdi SMPN se-

Kecamatan Kokap tergolong kurang efektiv. Halditiuktikan dengan tidak

terjadinya perubahan yang berarti dari jumlah amqgias sekolah yang terjadi

di wilayah Kecamatan Kokap selama adanya kebija@S. Data

implementasi kebijakan BOS di SMP N se-KecamatarkalgoKabupaten

Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.

Proses Implementasi BOS di SMP N se-Kecamatan Kokap
Berdasarkan Manajemen, Program dan Monitoring BOS

No | Klasifikasi BOS

Proses Implementasi BOS
di SMP N se-Kecamatan Kokap

1. | Manajemen BOS

Tim manajemen BOS dibagi menjadi
tingkatan, yaitu: tim manajemen BOS pusat,
manajemen BOS propinsi, tim manajemen B
kabupaten/kota, dan tim manajemen B
sekolah;
Dalam implementasi BOS, sekolah mends

4
tim
oS
0S

ipat

sosialisasi langsung dari pemerintah Dinas
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo minimal

satu tahun sekali;
Dalam implementasi BOS, sekolah diwajibk

an

mengacu pada buku panduan BOS yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen

Pendidikan Nasional;

Buku panduan BOS lengkap berisi tentang segala
aturan untuk penggunaan dana BOS, mulai dari
latar belakang BOS, tujuan, sasaran, waktu

penyaluran dana, landasan hukum, jenis prog
BOS, organisasi pelaksana, mekanis

ram
me

pelaksanaan, tata tertib pengelolaan dana,
monitoring dan pelaporan serta pengawasan,
pemeriksaan dan sanksi terkait implementasi

BOS.

Untuk diiimplementasikan di sekolah, aturan-
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aturan yang terdapat dalam buku panduan BOS

dianggap kuranfleksiblesehingga menimbulkan

rekayasa penggunaan dana dalam lappran
penggunaan dana BOS pada manajemen BQS di

tingkat sekolah.

Program BOS

Program BOS Dbertujuan untuk membantu

masyarakat golongan ekonomi menengah

ke

bawah dalam meningkatkan akses pendidikan
dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang

bermutu;

Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT

negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekaglah
tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang
memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau

wali peserta didik.

Secara keseluruhan program BOS sangat
membantu masyarakat Kokap dalam
meningkatkan akses pendidikan (peningkatan

APK);

Dengan adanya BOS, kondisi sekolah menjadi

lebih baik terutama dalam segi pembiaya
Karena dana yang di dapat dari BOS lebih bar

an.
yak

dari sebelumnya meskipun sebenarnya dana BOS
tersebut belum mencukupi untuk menutupi

kebutuhan sekolah secara keseluruhan;
Salah satu hal yang harus diperhatikan se

tiap

pengelola pendidikan terkait dengan program
BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermuytu,
adalah anak lulusan sekolah setingkat SD harus

diupayakan kelangsungan pendidikannya

ke

sekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan

SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/se

(ara,

BOS telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun,

akan tetapi jumlah angka putus sekolah
wilayah Kecamatan Kokap tidak mengala
penurunan;

Monitoring BOS

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan ¢
Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajem

BOS Propinsi, Tim Manajemen BOS Kab/Kotal

Setiap tiga bulan sekali sekolah di wilay

di
mi

leh
en

ah

Kecamatan Kokap melaporkan penggunaan dana
BOS langsung kepada Tim Manajemen BQOS
Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini disebut

laporan tri wulan.

Selain itu, ada tim pemantau dana BOS yang
datang langsung ke sekolah. Akan tetapi sekplah
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yang didatangi hany#dersifat sample Hal ini
dikarenakan jumlah tim pemantau dan jum
sekolah yang tidak seimbang.

Dalam laporan penggunaan dana BOS ter
rekayasa penggunaan dana. Hal ini dikareng
kuran fleksiblenya aturan penggunaan dana £
yang terdapat dalam buku panduan BOS.
Belum terlihat adanya sanksi yang jelas terha

lah

jadi
akan
B3OS

dap

permasalahan rekayasa dana ini.

Dokumen: Diolah dari data observasi dan wawancara

B. Pembahasan
1. Implementasi BOS di SMPN se-Kecamatan Kokap

a) Manajemen BOS

Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkaat dikelola

oleh masing-masing direktorat. Oleh karena ituektorat Pembinaan SM

bertanggung jawab terhadap program BOS untuk SMPISBYSMPT.

P

Sedangkan pengelolaan program BOS di tingkat psowdan kabupaten/kota

dikelola oleh satu tim yaitu tim manajemen BOS prsivdan tim manajeme

n

BOS kabupaten. Untuk tingkat sekolah disebut timmayjemen BOS tingkat

sekolah yang ditetapkan dengan SK dari Kepala Skkol

Dalam implementasinya, sebelumnya tim manajemen BiD§kat

sekolah mendapat sosialisasi program BOS dari petakrDinas Pendidikan

Tingkat Kabupaten. Begitu juga dengan Dinas PekaidiKabupaten Kulon

Progo. Sosialisasi ini dilakukan minimal satu talsekali, biasanya dilakukan

pada setiap awal tahun ajaran baru. Dalam sosalissrsebut Dinas

Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengundang kepsgidahara dan wakil

dari komite dari tiap-tiap sekolah penerima danaSB®&emudian dari pihak
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sekolah disosialisasikan kepada masyarakat. Biasasusialisasi kepada
masyarakat ini dilakukan pada setiap akhir semdstgka pembagian hasil
belajar siswa atau raport dan ketika awal tahuraajaaru.

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Bapak SY seébagkut:

“Program BOS itu pada mulanya disosialisasikargsang dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Minimalustthun
sekali Dinas Pendidikan kabupaten Kulon Progo medgog
kepsek, bendahara dan wakil komite dari tiap sékalatuk
mendapatkan sosialisasi kebijakan BOS maupun HKelnja
kebijakan yang lain mbak.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan dari Bapak SH sdimgdait:
“Program BOS itu pada mulanya disosialisasikargdang dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kemudiam skkolah

baru disosialisasikan kepada masyarakat biasanyaluneapat
awal tahunan.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Ibu SR selaku warggyanakat sebagai
berikut:

“Ada pengumuman dari sekolah, dikasih tahu kakkolah gratis
karena ada BOS waktu tahun ajaran baru itu ataa peaaktu
ngambil rapor anak. Biasanya kalau ada pengumunileasid
tahu.” (Kamis, 8 Juli 2010)

Selain sosialisasi, sebagai pedoman dalam mengimepiasi BOS,
sekolah juga mengacu pada buku panduan BOS yamgjudikan langsung
oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dadan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional. Dalam implemengassekolah dituntut
untuk menggunakan buku tersebut sebagai acuan daéamggunaan dana

BOS.
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Ketika ditanya mengenai buku panduan tersebutkmbkolah mengakui
bahwa mereka berusaha sebaik mungkin untuk memng#wmiua panduan yang
ada di buku. Akan tetapi, hampir dari semua sekgéatg menjadi responden
dalam penelitian ini mengakui bahwa panduan perggurdana BOS yang
terdapat dalam buku tersebut dianggap terlalu kdéi&u kurang fleksibel. Hal
ini lah yang menyebabkan sering terjadinya rekayssagunaan dana dalam
laporan penggunaan dana BOS. Rekayasa penggunaantataebut diakui
kurang baik tapi merupakan solusi terbaik. Haldikarenakan ada beberapa
keperluan sekolah yang membutuhkan pengeluarana bédgan tetapi hal
tersebut tidak ada dalam salah satu ketentuan dalampanduan penggunaan

dana BOS tersebut.

Rekayasa penggunaan dana sudah menjadi rahasia danuglianggap
wajar. Hal ini dikarenakan sekolah yang menerima&SB@ak diperbolehkan
untuk menarik biaya kepada masyarakat karena t@ahdapat dana BOS.
Sedangkan sekolah yang tidak mau menerima dana R@S8 tidak
diperbolehkan untuk menarik biaya kepada masyaradedn tetapi harus
mencari sumber dana lain selain BOS dan masyara&atunya bagi sekolah-
sekolah yang berada di daerah pinggiran sepentakddtecamatan Kokap ini,
dana BOS lah yang menjadi satu-satunya tumpuampdrafaagi sekolah untuk
biaya operasional mereka. Oleh karena itu merekagamggap rekayasa
penggunaan dana sebagai suatu kewajaran karekakditademi kepentingan

sekolah. Mereka justru beranggapan bahwa yangnimgebukanlah acuan
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penggunaan dana yang bersifat baku akan tetapitonioigi dari pemerintah

terhadap proses penggunaan dana BOS itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pengakuan bapak ST sebaghiib

“Kurang fleksible kalau dilihat dari buku pandugenggunaan
BOS yang dari Dinas Pendidikan itu. Banyak keperlsakolah

yang membutuhkan biaya tapi tidak tertulis di daldoaku,

akibatnya bukan rahasia umum lagi kalau terjadiayaeka
penggunaan dana dalam laporan penggunaan BOS. dfglesu
“rekayasa” untuk hal-hal yang positif lo mbak,helie(Kamis, 8

Juli 2010)

Sama hal nya dengan pengakuan bapak SH sebadaitberi

“Buku panduan penggunaan BOS yang dari Dinas Beadh itu,

menurut saya kurang fleksible mbak. Misalnya, aépekiuan
sekolah yang tidak tercantum dalam buku acuan pevegmn dana
BOS. Sedangkan sekolah tidak diperbolehkan untukinta dana
kepada masyarakat dalam bentuk iuran, sumbanganagtpun.
Sebenarnya yang terpenting itu adalah monitoringnigak bukan
acuan yang berbentuk baku seperti itu. Solusinyaya tidak mau
rekayasa penggunaan dana. Misalnya, sebenarnya beaatrin

pintu tapi dalam laporan ditulis buat beli kert¥® mau gimana
lagi mbak?.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan bapak SY sebagaulterik

“Ya memang kurang fleksible mbak. Kadang ada plelagen
sekolah yang membutuhkan dana tapi tidak tertudilerd salah
satu ketentuan yang ada dalam buku panduan pergguiana
BOS dari dinas itu. Solusinya ya tetap menggunakam BOS.
Apalagi untuk sekolah yang berada di daerah piaggseperti ini,
siswanya sedikit, sedangkan besarnya dana BOS juga
menyesuaikan dari jumlah siswa. Sekolah juga tiodemungut
biaya dari masyarakat. Dananya kurang, penggunaanuga
diatur dengan ketat. Ada aturan-aturan baku sepert{Sabtu, 26
Juni 2010)”

Diperkuat oleh pengakuan ibu EE sebagai berikut:
“Bukunya itu terlalu kaku mbak. Semuanya di atusitl, padahal
belum tentu sekolah yang satu dengan sekolah yammnyk
memiliki kebutuhan yang sama. lya, kurang fleksiflapi sebisa
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mungkin kami tetap mengacu pada buku panduan tars¢8abtu,
26 Juni 2010)

Dari pengakuan beberapatakeholder pendidikan tersebut dapat
disimpulkan bahwa secara teoritis, tim manajemers B€lah terinci dengan
baik. Di setiap tingkatan wilayah yaitu pada tingk@asional, propinsi,
kabupaten, kecamatan dan sekolah, terdapat timjemea yang mengatur
distribusi maupun implementasi dana BOS tersebelfisitu, terdapat buku
panduan BOS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jeaidévlanajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidilasional. Buku
tersebut lengkap berisi segala hal tentang BOSairdali latar belakang BOS,
tujuan, sasaran, waktu penyaluran dana, landadamtyenis program BOS,
organisasi pelaksana, mekanisme pelaksanaan, eidita pengelolaan dana,
monitoring dan pelaporan serta pengawasan, peraarikdan sanksi terkait
implementasi BOS. Semuanya telah diatur secara de@am buku panduan

BOS tersebut.

Namun permasalahannya terletak pada kurang sgauataoran-aturan
baku dalam penggunaan dana BOS yang terdapat dalkmpanduan BOS
tersebut untuk diimplementasikan di lapangan. Kam@arannya yang bersifat
baku, dianggap kurang fleksible bagi tiap-tiap $@kgang tentunya memiliki
kondisi yang berbeda pada tiap sekolahnya sehingggambulkan terjadinya

rekayasa penggunaan dana dalam laporannya.
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b) Program BOS

Secara keseluruhan adanya kebijakan BOS sangat anéimkemajuan
pendidikan di Kecamatan Kokap. Setelah adanyadamj BOS pendidikan di
Kecamatan Kokap semakin baik apabila dilihat dasamgi pembiayaan. Dana
operasional yang dimiliki sekolah menjadi lebih deapabila dibandingkan
dengan sebelum adanya kebijakan BOS. Meskipun lapaipinci, dana BOS
tersebut belum cukup untuk biaya operasional skkskcara keseluruhan.
Selain itu, dengan dana BOS biaya operasional aekoknjadi gratis sehingga
membantu masyarakat khususnya masyarakat golokgaomi menengah ke

bawah dalam hal akses pendidikan.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak ST sebaghkub

“Kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap secara kesglan
pastinya lebih baik apabila dibandingkan dengandisorsebelum
adanya kebijakan BOS. Apalagi apabila dilihat d&odndisi

masyarakat di wilayah kecamatan Kokap yang sebabesar
bermata pencaharian sebagai petani gula jawa yéety warga
sekitar biasa disebut dengan penderes, cenderarafd pada
ekonomi tingkat menengah ke bawah. Biaya sekolaly ygratis,
tentunya sangat membantu mereka dalam hal aksedidjem”

(Kamis, 8 Juli 2010).

Diperkuat oleh pengakuan Bapak SH sebagai berikut:

“Kalau terkait dengan pelayanan sekolah terhadapyarakat dan
peserta didik baik sebelum maupun setelah ada BOSama saja
baik karena kita dari pihak sekolah berusaha semaksnungkin
untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mdstardapi
kalau dilihat dari kondisi sekolah secara keselarulia lebih baik
setelah ada kebijakan BOS. Karena dana yang digagatah jauh
lebih besar daripada sebelum ada BOS. Walaupun ilapab
dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan sekolag garus di
penuhi sebenarya BOS itu masih kurang, tapi kalbandingkan
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sebelum ada BOS, lebih banyak yang sekarang seaelalBOS”
(Sabtu, 5 Juni 2010).

Sama halnya dengan pengakuan lbu SR sebagai tberiku
"Kalau menurut saya lebih baik ada dana BOS mbak BOS tentu
saja sangat membantu mbak, uang yang tadinya layat kekolah
kan bisa digunakan untuk keperluan yang lain” (Kagr@iJuli 2010).

Namun demikian, meskipun BOS dianggap memberikantribwusi yang
cukup besar bagi perkembangan pendidikan di da€okiap, tetap saja ada
anggapan negative dari beberaptakeholder pendidikan terkait adanya
kebijakan BOS. BOS dianggap memanjakan masyardtaisusnya bagi
masyarakat golongan menengah ke atas. Karena dewiganya BOS, maka
mereka tidak perlu mengeluarkan biaya operasionak anereka di sekolah
padahal mereka mampu.

Permasalahannya adalah dengan diberlakukannyaakabiBOS, maka
otomatis tidak ada alasan bagi sekolah penerima 8@% memungut dana
kepada masyarakat karena sekolah telah dibiayhi pdenerintah atau gratis.
Sedangkan sekolah yang menolak BOS juga tidak lapsintkan memungut
biaya kepada masyarakat. Jadi sekolah harus mealtamative lain untuk
mendapatkan dana tanpa melibatkan dana dari naksyaHal ini sesuai
dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedomanta®8a sekolah yang
menolak BOS dilarang memungut biaya dari pesedi,dbrang tua atau wali
peserta didik. Diperkuat lagi oleh ketentuan yasrgdpat dalam pasal 34 ayat
2 dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mekgathahwa pemerintah
dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranyh be&lpjar minimal pada

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
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Sedangkan realitasnya, menurut beberapa pengalsiakeholder
pendidikan yang ada di Kecamatan Kokap, sebagiaarbsekolah masih
sangat membutuhkan dana bantuan dari masyarakakijMi@ dengan adanya
BOS, dana yang diterima sekolah untuk operasioraieka menjadi lebih
besar dari sebelumnya akan tetapi belum mencukpgbila dibandingkan
dengan seluruh kebutuhan mereka.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak ST sebaghkub

“Setiap kebijakan itu pasti ada negatifnya mbakgantung banyak
positifnya atau malah negatifnya? Kalau BOS itusdsuuntuk di

daerah Kokap ini lebih banyak positifnya. Kalau adékan

memanjakan masyarakat, ya hanya untuk segeliningorsaja.

Kalau secara keseluruhan jelas sangan membantwarakay untuk
akses pendidikan” (Sabtu, 5 Juni 2010).

Sama halnya dengan pengakuan Bapak SH sebagaitberik

"Dana BOS belum mencukupi apabila digunakan urtigya

operasional sekolah secara keseluruhan. Sedangkatals tidak
diperbolehkan memungut biaya kepada masyarakatadealgsan
apapun. Padahal jika diperbolehkan, tentunya skkuoksih sangat
membutuhkan dana dari masyarakat khususnya bagyana&sit

yang tergolong mampu. Yang jelas menurut saya B®Sukup

membantu sekolah dalam segi pendanaan. Tapi adadampak
negatifnya mbak, apalagi kalau dikaitkan dengan yarakat

golongan atas. Bisa dikatakan memanjakan masyajaat Daya
juangnya jadi berkurang. Menganggap pendidikan leegilak

seperti dulu saya itu mau sekolah itu dengan p@edlnangan dan
semangat” (Sabtu, 5 Juni 2010).

Begitu juga dengan pengakuan Bapak SY sebagaiuberik

“Pada umumnya BOS itu membantu sekolah mbak, sisiek
perlu bayar SPP. Tapi kalau dikaitkan dengan kdiautisekolah
secara keseluruhan jelas belum mencukupi. Sekalgh fidak
boleh memungut biaya tambahan kepada masyarakdau Ka
diperbolehkan tentu saja akan membantu pihak dek@palagi
dengan sekolah yang siswanya tidak terlalu banysggers di
sekolah ini. Dengan sarana dan prasarana belajg s@adanya.
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Tapi saya pribadi kurang setuju dengan BOS karesunt saya
BOS itu memanjakan masyarakat. Motivasi untuk sekghdi
berkurang. Kan sudah dibiayai pemerintah jadi de®yea
istilahnya seperti tidak terlalu menghargai. Tegdak secara umum
ya membantu. Cuma itu tadi ada dampak negatifnya’juSabtu,
26 Juni 2010)

Dari pengakuan beberapa stakeholder pendidikam seasyarakat di
atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan dana BOS sedmtas hal-hal yang
bersifat tehnis saja. Secara tehnis diartikan sgbsgrana untuk membantu
masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah umtnikngkatkan akses
pendidikan sehingga terjadi peningkatan APK dancaggi program
pemerataan pendidikan dalam rangka program Wajikajdde 9 Tahun.
Sedangkan apabila dikaji lebih dalam, tujuan B@&kihanya terkait dengan
hal-hal tehnis. Akan tetapi juga terkait dengaeaningdari adanya kebijakan
BOS itu sendiri yaitu tidak hanya secara tehnisikipeningkatan akses tetapi
juga untuk meningkatkan mutu dan manajemen sek®aku Panduan BOS
2009).

Terkait dengan program BOS dan Wajib Belajar 9 Tiajymng bermutu,
salah satu hal yang harus diperhatikan setiap peageendidikan adalah anak
lulusan sekolah setingkat SD harus diupayakan gslamgan pendidikannya
ke sekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada tamatars&Bva mengalami putus
sekolah ataupun tidak dapat melanjutkan ke SMR&s¢Buku Panduan BOS
2009). Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya $adibarengi dengan

kualitas faktor-faktor lain yang dapat mempengarukeberhasilan

implementasi kebijakan tersebut seperti, kualitasndmlik dan tenaga
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kependidikan serta sarana dan prasarana yang m&painjang kualitas proses
pembelajaran.

Namun realitas di Kecamatan Kokap berkata lainj data yang telah
didapat oleh peneliti diketahui masih banyak sisxag mengalami putus
sekolah pada jenjang SMP dan lebih banyak lagi arsé sekolah jenjang
SMP yang tidak bersekolah. Anak-anak yang mengapani sekolah ini tidak
hanya disebaban oleh faktor biaya tetapi banyatofadin.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SH sebagdiuieri

“Terus terang mbak, saya itu kurang setuju kakman sekarang
anak putus sekolah kok karena tidak ada biaya. VWanguan dari
pemerintah untuk anak sekolah itu banyak sekala B®OS, ada
juga berbagai macam beasiswa baik dari pemerinéatpan pihak
swasta. Kalau dilihat dari jumlah angka putus sakali sekolah
ini, sebelum adanya BOS itu malah lebih sedikit knbdaripada
setelah adanya BOS. Jadi mereka yang putus seliolatidak
selalu terkait dengan faktor biaya tetapi banydtoiayang lain.”
(Sabtu, 5 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan dari Ibu EE sebagiaiit

“Kalau di sekolah ini, masalah putus sekolah ébhenarnya bukan
semata-mata karena biaya kok mbak. Kalau Cuma atasahya
kan sudah banyak bantuan. Banyak beasiswa bailpdarérintah
maupun pihak swasta mbak.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Bapak SY sebagaiuberik

“Permasalahan putus sekolah itu sebenarnya budenata-mata
karena biaya kok mbak. Kalau masalah biaya kanhsbadayak
bantuan, ada bantuan orang miskin, PKH, macem-macem
pokoknya banyak beasiswa juga. Sekolah di sini d¢tuma
mengeluarkan uang untuk beli seragam Rp 275.000¢®9les di

luar jam sekolah itu juga gratis.” (sabtu, 26 R010)

Diperkuat oleh pengakuan Bapak SN sebagai berikut:

“Di sini itu mbak, anak mau sekolah dengan tettibsudah syukur
Alhamdulillah. Walaupun biaya sudah gratis, tamaeg dasar
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anaknya bandel, nakal, susah untuk diatur. Jadiop&nnya itu
tidak hanya dari segi biaya, tapi banyak fakton.l&i sini guru-
guru juga banyak yang pindah karena tidak tahargateranak-
anaknya.” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Selain itu, peneliti juga menemukan permasalali@mya pendidik dan
tenaga kependidikan yang dianggap berkualitas karktar belakang
pendidikannya serta usia yang masih muda justrigajekan mutasi dari salah
satu SMP N yang ada di Kecamatan ini. Alasannydahdeondisi geografis
yang kurang mendukung, letak sekolah yang cukubp, jadak adanya sarana
transportasi yang memadai, serta kelakuan anakipdrsypliner.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bapak SN sebaghiibe

“Ya kalau untuk akses pendidikan tapi kalau magya rasa belum
mbak. Mutu itu kan terkait beberapa faktor mbak.raSa

prasarana, kualitas guru, kualitas siswa juga. ibBi, guru-guru

muda yang kayaknya berkualitas itu malah pada npimdah ko

mbak. Karena kondisi geografis perbukitan, saraaasportasi

umum juga tidak ada, sarana prasarana pendidikga $angat
kurang, mbak sudah lihat sendiri to? Anak-anakmga jbandel-
bandel. Gurunya jadi tambah tidak betah. Kalau Isudkak betah

mau gimana lagi mbak?” (Sabtu, 26 Juni 2010)

Sama halnya dengan pengakuan Bapak SH sebagaitberik

“BOS itu cukup efektiv mbak kalau dilihat dari APBekarang kan
anak itu tidak perlu bayar uang SPP lagi. PalingigaCuma
membayar uang seragam ketika awal masuk sekolphkadau
dilihat dari mutu ya mbaknya tahu sendiri kan jasrabya? Mutu
itu terkait dengan banyak faktor. Faktor-faktor galain saja
kurang mendukung. Contohnya saja, sarana transpdtaang
memadai, sarana prasarana untuk kegiatan pemiaglajaga
kurang.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Begitu juga dengan pengakuan Bapak ST sebagaulerik

“Sudah kalau dilihat dari APK nya. Kalau dari myélas belum.
Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikaaiéaktor-
faktor yang lain belum baik ya jelas mutu juga belbisa baik kan
mbak? Faktor sarana transportasi, kondisi geografilitas guru,



62

sarana belajar mengajar dan lain-lain itu jugaroebaik.” (Kamis,
8 Juli 2010)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwgrpm BOS sangat
membantu masyarakat khususnya golongan ekonomi ngeheke bawah
dalam meningkatkan akses pendidikan di wilayah Ketan Kokap
Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian, tidak bengknlangsung pada
penurunan jumlah angka putus sekolah maupun peatizngknutu pendidikan
di wilayah ini. Hal ini dikarenakan faktor biaya kamlah penyebab satu-
satunya anak mengalami putus sekolah. Dan biayantafk satu-satunya yang
menjadi poin penting untuk meningkatkan mutu pekdid Tetapi banyak

faktor lain yang turut serta menjadi penyebabnya.

c) Monitoring BOS

Implementasi BOS di SMPN se-Kecamatan Kokap tergplmik karena
dalam penggunaannya sekolah berusaha berpedomarpkd panduan BOS
yang secara resmi dikeluarkan oleh Dirjen Mendiktas dan diterbitkan oleh
Departemen Pendidikan Nasional. Di dalam buku lbenseterdapat aturan
setiap tiga bulan sekali, sekolah yang menerima @&DS berkewajiban untuk
memberikan laporan secara langsung kepada Dinadididen Kabupaten
Kulon Progo terkait penggunaan dana BOS. Laporahiasa disebut dengan
laporan triwulan. Selain laporan triwulan juga tgdt laporan akhir tahun.
Disamping laporan yang dilakukan secara rutin glekolah, monitoring BOS

juga dilakukan dengan cara adanya pengawasan pro§@@S meliputi,
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pengawasan melekat, pengawasan fungsional intgpragawasan eksternal
dan pengawasan masyarakat. (Buku Panduan BOS 2009)

Selain itu, ada tim pemantau dana BOS dari DinaBuaten Kulon
Progo maupun dari Dinas Propinsi DIY yang secarggdang datang ke
sekolah untuk melihat dan memeriksa laporan peragjudana BOS. Akan
tetapi karena jumlah sekolah yang tidak sebandieggan jumlah tim
pengawas penggunaan dana BOS maka sekolah yan@gngjd@un hanya
bersifat sample Walaupun waktunya tidak selalu pasti, tim tersepasti
datang untuk memantau sekolah.

Hal ini sesuai dengan pengakuan bapak SH sebagjaiitbe

“Ada laporan secara langsung kepada pihak dinasligi&an

Kabupaten Kulon Progo terkait penggunaan dana B@Bgy
dilakukan setiap tiga bulan sekali mbak. Selainjitga ada tim

pengawas dana BOS dari kabupaten maupun propingi datang

langsug ke sekolah tapi sekolahnya itu hanya la¢rsémple.

Nggak mungkin to mbak, dengan jumlah tim pengaveas)\hanya
beberapa orang mendatangi semua sekolah yang estealjamlah

mereka tidak sebanding. Jadi, yang rutin itu yaiap tri wulan

itu. Selain itu juga ada pengawasan dari Bawasd@ifsi dan

kabupaten, BPKP, BPK, dan lain-lain. Di buku pamd&DS itu

ada aturannya mbak.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Sama hal nya dengan pengakuan Bapak ST sebaiaitber

“Laporan rutin dari setiap sekolah penerima BQS sétiap tiga
bulan sekali yang disebut sebagai laporan triwulbaporan
penggunaan dana langsung kepada pihak Dinas Pleadidi
Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga ada lapainir tahun.
Ada juga pengawasan dari Inspektorat Jenderal Reasliserta
Badan Pengawas Daerah (BAWESDA) Propinsi dan
Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Keuangan dan Peuorzang
(BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“ (Ka@iguli
2010)
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Begitu juga dengan pengakuan Ibu EE sebagai berikut
“Pengawasannya banyak mbak. Tapi yang rutin @podan
penggunaan BOS setiap tiga bulan sekali yang diskporan
triwulan. Laporan akhir tahun juga ada. Pengawassgawasan
dari BPK, BAWESDA, dan lain-lain seperti yang dikiouitu juga
ada. Tim pemantau manajemen BOS juga terkadangyadg

datang langsung ke sekolah tapi waktunya tidakutenbak.”
(Sabtu, 26 Juni 2010)

Namun demikian, ketika ditanya “Bagaimana dengasu&arekayasa
dana yang selama ini sering terjadi dalam lapommggunaan dana BOS?”
Pihak sekolah tetap beranggapan hal ini dikarendkamang fleksibelnya
ketentuan penggunaan dana yang tertuang dalamgaunduan BOS. Petunjuk
teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur
secara jelas cara penyusunan dan mekanisme peageatai RAPBS menjadi
APBS. Maka solusinya, sudah bukan menjadi rahasianu lagi, sekolah
terpaksa melakukan rekayasa dalam laporan pengguterza. Banyak dari
mereka yang beranggapan bahwa semua hal yang kdilakeertujuan untuk
kebaikan sekolah. Jadi, rekayasa dana dianggapnbmeaupakan hal yang
baik tetapi merupakan solusi terbaik yang bisa Hiamleh sekolah untuk
kelancaran operasional mereka.

Hal ini diperkuat dengan hasil audit BPK pada tahjaran 2007/2008
juga mengindikasikan terjadinya korupsi sebanyak8#% sekolah yang
disampling yaitu sebanyak 4127 sekolah dari 2@<¥kolah SD/SMP di 62
kabupaten/kota tidak mencantumkan seluruh penenmdaaa BOS dan DPL
dalam RAPBS. Selain itu, dana BOS sebesar RP 28iliat digunakan tidak

sesuai peruntukannya.
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Seperti yang diakui oleh Bapak SH dan Bapak STgsetmerikut:
Bapak SH menyatakan bahwa:
“Kalau tidak direkayasa mau memakai uang darimanaakm
Sekolah kan tidak boleh meminta biaya tambahanrdagyarakat?
Jadi solusinya ya tetap memakai uang BOS tetaginddaporan
ditulis untuk hal-hal yang sesuai dengan ketentysarg ada dalam
buku panduannya.” (Sabtu, 5 Juni 2010)
Ditunjang oleh pengakuan Bapak ST sebagai berikut:
“lya mbak, saya beranggapan juga kurang fleksild@asanya
solusinya ya seperti itu, sekolah terpaksa melakukakayasa
penggunaan dana dalam laporan penggunaan dana B&&.
dilihat dari kata “rekayasa” ya jelas tidak baik akh. Tetapi kan
dilihat dulu lebih baiknya seperti apa? Kalau solsng terbaik
memang harus menggunakan dana dari BOS karenaddiakiana
yang lain, maka mau tidak mau ya harus dilakukaokukelancaran
operasional mereka”.(Kamis, 8 Juli 2010)
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwaitoramy pelaksanaan
program BOS kurang dapat berjalan dengan baik.ini@likarenakan kurang
sesuainya aturan-aturan tertulis yang terdapandalaku acuan penggunaan

dana BOS dengan kebutuhan realitas di lapanganndggghberdampak pada

timbulnya rekayasa penggunaan dana.

2. Problematika Kebijakan BOS dan Angka Putus Sekalh

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa B@®ja berperan
dalam membantu masyarakat dalam akses pendidikamtarne bagi
masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun dgemhal tersebut tidak
berdampak langsung terhadap penurunan jumlah gngka sekolah. Hal ini

dikarenakan keberhasilan implementasi kebijakangaamipengaruhi oleh
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berbagai variabel atau faktor yang pada gilrannkanamempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan itu sendirigiBejuga dengan terjadinya
putus sekolah terkait dengan beberapa faktor yamgriya akan berbeda pada
tiap sekolahnya

Kecamatan Kokap memiliki tiga buah SMP yang beustdegeri yaitu
SMP N 1 Kokap, SMP N 2 Kokap dan SMP N 3 Kokap. iMgsnasing
sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda seg@nidisi geografis, sarana
transportasi, lingkungan masyarakat, sarana prasarantuk proses
pembelajaran, input siswa, serta kualitas pendi#ik tenaga kependidikan
yang berbeda sehingga problem putus sekolah yajagliteli masing-masing
sekolah pun memiliki faktor yang sedikit berbeda.

SMP N 1 Kokap terletak di desa Hargorejo. Letakoksdk ini cukup
strategis karena daerah Hargorejo bisa dikatakarupakan pusat kota
Kecamatan Kokap. Sarana transportasi mudah ditesatana prasarana untuk
proses pembelajaran cukup memadai, kualitas pénddian tenaga
kependidikan tergolong baik, input siswa cukup bdakena SMP N 1 Kokap
merupakan sekolah yang cukup favorit di kecamatain Faktor yang
menyebabkan terjadinya putus sekolah di SMP N laloki diantaranya
adalah dampak dari kemajuan IPTEK, anak bekerjmpdé dari pengaruh
gaya hidup yang konsumtif dan hedonis, kurangnybagtien orang tua dalam
bidang pendidikan serta adanya kenakalan remajgpéeyangguan dari teman

sebaya.
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Seperti yang diungkapkan oleh Ibu EE sebagai beriku

“Banyak factor yang menyebabkan anak mengalamisps#kolah,
mulai dari malas belajar. Terus ada juga yang lab@milih untuk

bekerja. Karena latar belakang perekonomian ketugrga kurang
lalu si anak sudah bisa menghasilkan uang semdiri¢bih memilih

untuk bekerja daripada sekolah. Selain itu juga gdag lebih

memilih untuk menonton acara kesayangannya di igeleietika

ditanya alasannya tidak masuk sekolah karena aal@a davorit si

anak di waktu jam belajar sekolah. Ada juga yanggneiti orang

tuanya untuk bertransmigrasi mbak. Kebanyakan kareangikuti

orang tuannya bertransmigrasi itu. Tidak ada lapdtalau mau
pindah sekolah jadi ya statusnya menjadi anak yarngs sekolah.
Akan tetapi secara keseluruhan, BOS itu sangat raetubmbak
terutama untuk siswa yang berasal dari golongana@komenengah
ke bawah tetapi memiliki motivasi belajar tinggniAo masyarakat
juga tinggi dalam menyambut kebijakan BOS ini.” g 26 Juni
2010)

Ditambah oleh pengakuan dari Ibu SR sebagai berikut

“Kalau anak saya itu,si DK, ketika ditanya ngakankondisi
medan mbak. Kondisi jalannya itu yang sulit daalasekolah yang
cukup jauh. Tapi walaupun tidak sekolah, di rumehsering belajar
sendiri, membaca buku-buku pelajarannya. Makasgga tidak
yakin hanya gara-gara itu dia tidak mau sekolalalr§@a dari dulu
DK itu suka dijahilin temen-temennya. Dulu TK, uamjannya
setiap hari diambil temannya. Waktu SD, dia judeegain teman-
teman sekelasnya, sampai biru-biru badannya. Dikaanaknya
pendiam mbak, ngalahan. Kalau ditanya, tidak maomang.
Sampai-sampai saya datang langsung ke sekolahiyaTdrnyata
benar, anak saya itu dikerjain teman-temannya. Sagih kalau
melihat anak saya tidak sekolah. Padahal dia itnasuk anak yang
cukup berprestasi di kelas. Waktu guru BP dan balkekala
Sekolah datang kesini, dia malah lari kayak ketkubegitu”.
(Kamis, 8 Juli 2010)

Sedangkan SMP N 2 Kokap terletak di desa Hargotirdasi sekolah
ini cukup strategis, suasana di sekitar lingkunggkolah yang terlihat sangat

ramah lingkungan cukup nyaman apabila digunakamkubelajar. Sarana

prasarana untuk proses pembelajaran cukup memerdaiiaput siswa juga



68

cukup. Akan tetapi sarana transportasi agak satitkuditemui. Karena sarana
transportasi tersebut hanya beroperasi di pagikeika jam anak berangkat
ke sekolah dan siang hari ketika jam anak untulamlsekolah. Selain itu,
akan sulit sekali menemukan sarana transportasiudialaerah itu.

Faktor lainnya dikarenakan rendahnya latar belakasmgdidikan orang
tua mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka ak@imganya urusan
administrasi surat-surat yang dibutuhkan oleh sispabila ingin pindah
sekolah. Selain itu terdapat beberapa faktor laimgymeyebabkan terjadinya
putus sekolah di sekolah ini diantaranya, perileklisipliner anak, kurangnya
perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, pertgaruh gaya hidup yang
konsumtif dan hedonis.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak SH sebaggiuber

“Terjadinya putus sekolah itu disebabkan oleh bgsmbamacam
faktor. Tapi saya tidak setuju, kalau ada anak yaaak sekolah
karena faktor biaya operasional di sekolah. Tapalkalikaitkan
dengan biaya, kemungkinan besar biaya operasioia&l itu sendiri
untuk menuju ke sekolah. Selain itu juga factor agayidup,
temennya punya hp pengen hp. Jarak sekolah jatgm&aninimnya
sarana transportasi umum minta sepeda motor, datala. Apalagi
dengan perekonomian yang rata-rata kurang, tedak tsanggup
menuruti permintaan anak kalau untuk gaya hidupersieptu.
Disamping itu, latar belakang pendidikan orangreraah sehingga
kurang memperhatikan perkembangan anak. Tapi yaemamg
dasarnya malas belajar juga ada. Meskipun begitay) saja BOS itu
sangat membantu masyarakat. Lebih banyak posititteapada
negatifnya.” (Sabtu, 5 Juni 2010)

Ditambah lagi oleh pengakuan Ibu SI sebagai berikut

“Penyebab putus sekolah di sini itu banyak mbalki Jang paling
banyak itu gara-gara ikut orang tuanya transmighsngkin karena
kurangnya pemahaman orang tua tentang arti penptngmusan
administrasi untuk pindah sekolah ya mbak.... Ladakang orang
tua rendah sehingga tidak tahu kalau harus mengsutes-surat
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untuk pindah sekolah. Padahal untuk saat ini, ¢gamak akan
pindah sekolah maka harus mendapat surat rekomeptatah
sekolah dari sekolah yang diinggalkan bukan sekghaig dituju.
Sehingga, kalau anak tersebut tidak mempunyai Stuatmaka
perpindahan sekolahnya pun juga akan sulit. Baldekolah lain
juga tidak akan menerima anak tersebut.” (Sabfwnb 2010)

Lain halnya dengan SMP N 3 Kokap yang terletak esadKalirejo.
Kondisi geografis di daerah ini sulit dijangkau ésaa terletak di atas bukit. Hal
ini diperparah dengan tidak adanya sarana traregastmum yang melintasi
daerah ini. Sarana prasarana proses pembelajangnkyaang memadai serta
input siswa yang kurang berkualitas. Faktor yangiwyababkan terjadinya
putus sekolah diantaranya faktor teknis karenalabksulit untuk dijangkau,
selain itu motivasi belajar siswa kurang, lemahdgga pikir anak, adanya
keinginan anak untuk berumah tangga, perilaku ipliier, kurangnya
perhatian orang tua dalam bidang pendidikan.

Hal ini sesuai dari pengakuan Bapak MS sebagdkiteri

“Di sini itu mbak, anak mau sekolah dengan tattilsudah syukur
Alhamdulillah. Walaupun biaya sudah gratis, tapiaam dasar
anaknya bandel, nakal, susah untuk diatur. Di guru-guru juga
banyak yang pindah karena tidak tahan dengan amaiaga.
Contohnya mbak, ada anak yang disuruh potong raoibbtbapak
Kepsek nya. Karena tidak dihiraukan, akhirnya dibuke kantor
dan rambutnya dipotong oleh bapak Kepsek sendj.desoknya
tidak masuk sekolah sampai seminggu. Sampai-sagyrai BK
datang ke rumah, baru anak tersebut mau masukaseladi. Ada
juga yang putus sekolah karena mau menikah mbalkkarBu
pernikahan dini lo soalnya usia anak juga sudalugukatang.
Memang sebelumnya daya pikirnya lemah, jadi bartiddk naik
kelasnya”. (Sabtu, 26 Juni 2010)

Senada dengan pengakuan Bapak SN sebagai berikut:

“Betul itu mbak, anak di sini itu bandel-bandelaktu perjalanan
pulang dari sekolah, saya pernah bertemu deng&nSW& sini. Di
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depan saya itu yo srawung sambil menundukkan kepalaapi

setelah saya jalan, klotak! Eh, dilempari batu! gkin

penyebabnya ya kurang pengawasan dari orang taagQua yang
pendidikannya kurang, tidak tahu bagaimana hartskag, jadi ya
anaknya seperti itu. Alat transportasi juga kurdrapkan untuk
sampai ke sekolah ini itu tidak ada kendaraan umsama sekali.
Kalau naik kendaraan umum harus berjalan kaki $agauh kurang
lebih 2 Km. Tahu sendiri, medannya juga perbukisaperti itu.
Bahkan tidak hanya anak yang putus sekolah mbak;@uu yang
masih muda-muda itu juga banyak yang pindah ko neardak
tahan dengan sikap anaknya, tidak tahan dengannmyecey harus
dilalui juga. Untuk anak-anak yang punya motivasggi untuk
bersekolah, tentunya BOS ini sangat membantu mérgkabtu, 26
Juni 2010)

Setelah mendengar beberapa pengakuan dari stakehodohdidikan
sebagai narasumber dalam penelitian ini diketahaihwla factor yang
menyebabkan anak putus sekolah di Kecamatan Kakiapukanlah satu-
satunya factor biaya, tetapi banyak factor lainri erbagai macam factor
seperti tersebut di atas dapat dikategorikan mewjad macam faktor yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor inrmerupakan faktor yang
berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Sedandgkétor eksternal merupakan
faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekinaak.

Faktor internal diantaranya tidak adanya keingiateu motivasi dari
dalam diri anak itu sendiri untuk melanjutkan sekwolya, perilaku indisipliner,
dan anak telah menghasilkan uang sendiri atau jaek®edangkan faktor
eksternal diantaranya latar belakang pendidikan dkonomi orang tua,
kondisi geografis daerah, dampak kemajuan IPTEknsmigrasi serta

kekerasan di sekolah baik secara fisik maupun gpddédutama yang berasal

dari gangguan teman sebaya.
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Dari paparan di atas, maka faktor-faktor penyebadpadinya putus

sekolah di masing-masing SMP N yang ada di KecamKtzkap dapat di

kategorisasikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.

Tabel Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

No Nama Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah
Sekolah Faktor Internal Faktor Eksternal
1. SMP N 1 Kokap<+ Rendahnya motivasi# Proses administrasi perpindah

belajar anak,
Anak lebih memilih
untuk bekerja,

sekolah anak yang tidak diurus,

Transmigrasi,

Latar belakang pendidikan da
ekonomi orang tua rendah,
Dampak kemajuan IPTEK,
Kekerasan teman sebaya,

an

AN

an

AN

Pengaruh gaya hidup konsumti
dan hedonis.
2. SMP N 2 Kokap® Rendahnya motivasi# Proses administrasi perpindah
belajar anak, sekolah anak yang tidak diurus,
Lemahnya daya pikip® Transmigrasi,
anak, Jauh dari orang tua,
Perilaku indisiplinen® Latar belakang pendidikan da
anak. ekonomi orang tua rendah,
Pengaruh gaya hidup konsumti
dan hedonis,
Sarana transportasi kurang.
3. SMP N 3 Kokap# Rendahnya motivasi Proses administrasi perpindah

belajar anak,
Lemahnya daya piki
anak,
Perilaku
anak,
Menikah.

indisipliner

I

sekolah anak yang tidak diurusg
Kondisi geografis daerah yar
sulit,

Sarana transportasi kurang,
Latar belakang pendidikan da
ekonomi orang tua rendah,
Kurangnya pendidik dan tenag
kependidikan yang berkualitas

an

g

AN

ja

yang menunjang
pembelajaran.

Kurangnya sarana prasarana
proses

Dokumen: Diolah dari data observasi dan wawancara
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3. Faktor Pendukung Implementasi BOS Terhadap Penuman Angka
Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap
Di antara faktor internal dan eksternal yang meap&hn terjadinya
putus sekolah tersebut, ada faktor yang mendukujogr implementasi BOS
dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah, demya:
a. Latar belakang ekonomi orang tua
Latar belakang ekonomi orang tua di Kecamatan Kokaqm sebagian
besar bermata pencaharian sebagai penderes beaddagplongan
ekonomi menegah ke bawah. Dengan kondisi demildama BOS
sangat membantu mereka dalam mengakses pendidikatunya hal
ini menjadi faktor pendukung untuk mencapai tujkabijakan dana
BOS dalam meminimalisir jumlah angka putus sekotshingga
tercapai pemerataan pendidikan.
b. Motivasi belajar siswa
Motivasi belajar siswa yang tinggi juga memberikamtribusi yang
baik bagi implementasi BOS dalam menurunkan junalabka putus
sekolah.
c. Sosialisasi BOS secara intens kepada masyarakapetaerintah dan
sekolah
Peran aktif pemerintah dan sekolah dalam sosialksdm®p kebijakan
yang ada kepada masyarakat tentunya sangat beabhagima

pencapaian tujuan secara optimal. Sosialisasiktersgapat dilakukan
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melalui pendekatan budaya, sosial, agama, birokremipun secara
legal formal.

d. Animo masyarakat yang tinggi
Animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut badanga
kebijakan dana BOS tentunya menjadi faktor pendgkierjalannya

implementasi BOS dengan baik.

4. Faktor Penghambat Implementasi BOS Terhadap Pemunan Angka
Putus Sekolah di SMP N se-Kecamatan Kokap

Di daerah Kecamatan Kokap, putus sekolah disebablen berbagai
macam faktor. BOS merupakan salah satu kebijakag ge&ambil pemerintah
guna meminimalisir jumlah angka putus sekolah. DB@G& berupa sejumlah
dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah ygiggnakan untuk
keperluan operasional sekolah. Sehingga bisa naarkamn beban masyarakat
khususnya masyarakat dari golongan menengah kehbdalam mengakses
pendidikan. Namun realitas di lapangan menjelaskahwa faktor biaya
bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkardibtggaputus sekolah.
Terdapat berbagai macam faktor lain. Apabila fakastor lain ini kurang
mendapat perhatian dari pemerintah maka akan mepgajhambat tujuan
implementasi BOS dalam meminimalisir jumlah angkéup sekolah. Faktor-
faktor tersebut diantaranya:

a. Transmigrasi
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Transmigrasi juga menjadi salah satu factor yangnymbabkan
terjadinya angka putus sekolah di Kecamatan KokapBanyak anak
yang mengikuti orang tuanya bertransmigrasi ke dia@rah. Karena latar
belakang pendidikan orang tuanya yang kurang, psaiakan
administrasi untuk syarat pindah sekolah pun setidgk diurus.
Akibatnya terjadi kesulitan bagi anak ketika akandph sekolah ke
daerah lain. Karena saat ini, apabila ingin pindakolah, maka harus
ada surat ijin dari pihak sekolah yang ditinggalk&elain itu, tidak
tertibnya administrasi juga memberikan dampak Eaditnya pendataan
jumlah anak yang bersekolah dan yang tidak berabkali daerah
tersebut.

Faktor ini menjadi penyumbang terbesar yangnyababkan siswa
mengalami putus sekolah di daerah Kecamatan KdRafam hal ini,
sekolah dituntut untuk memberikan perannya. Sasisili dari pihak
sekolah kepada masyarakat tentang pentingnya palahas
administrasi untuk kepentingan pindah sekolah dtatgdibutuhkan.

. Kondisi geografis daerah

Kendala teknis seperti kondisi geografis daerahgyaulit, sarana
transportasi kurang memadai serta jarak sekolaly gakup jauh akan
memakan biaya yang cukup besar bagi siswa terseluk melanjutkan
sekolahnya. Meskipun biaya operasional di sekolalyatbkan gratis
akan tetapi dengan kondisi yang seperti itu, mag@atdipastikan biaya

operasional siswa itu sendiri untuk menuju ke smkdaetiap harinya
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cukup besar. Untuk siswa dengan latar belakangkpeoenian orang
tuanya yang kurang, maka kondisi seperti ini teyauncukup
memberatkan bagi mereka.

Dampak negative lain dari kondisi geografis dagmaig sulit ini adalah
tidak sedikitnya tenaga pendidik yang dianggap teditas meminta
untuk mutasi karena tidak tahan dengan kondisi yaiag

c. Anak telah menghasilkan uang sendiri atau bakerj
Anak yang telah bisa menghasilkan uang sendiriab@sakan berpikir
bahwa pendidikan tidak penting. Yang penting bisamghasilkan uang.
Motivasinya akan berubah menjadi motivasi untukebgkmenghasilkan
uang bukan lagi motivasi untuk belajar. Hal iniguigisa menyebabkan
anak bergaya hidup konsumtif dan hedonis. Selajraitak yang bekerja
juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian keluaygag kurang
sehingga menyebabkan anak turut serta menjadi gujauinggung
keluarga.

d. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjasgsopembelajaran
Sekolah merupakan sarana bagi anak untuk menggkdrarpotensi
mereka. Kurangnya sarana dan prasarana untuk naggurgroses
pembelajaran akan mempengaruhi minat belajar aAakk menjadi
bosan karena tidak adanya variasi dalam proses glajatan karena
tidak didukung dengan adanya sarana prasarana yaegadai.

Tersedianya ruang perpustakaan yang baik, ruaogdedsium dan ruang
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komputer yang memadai tentunya akan lebih menundsuhkinat anak
dalam belajar.

. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan enkualitas
Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yangsuaditas dapat
berdampak pada kurangnya motivasi belajar siswdakKTbisa dipungkiri
bahwa metode dalam proses pembelajaran yang dignré&h pendidik
sangat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam beldgr.karena itu,
pendidik dan tenaga kependidikan dituntut tidak ylaarmemiliki
kecerdasan IQ saja tetapi juga kecerdasan emosi@ehin itu,
hendaknya setiap pendidik dan tenaga kependidikaopan calon
pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggapubétés tidak hanya
mengejar status PNS, tetapi juga bersedia untdmgiatkan di mana
saja sehingga tidak hanya menumpuk di daerah @enkoApalagi dalam
era otonomi daerah seperti saat ini. Dengan demilida harapan bagi
daerah-daerah terpencil untuk mengejar ketertimggalereka.

. Tidak adanya keinginan atau motivasi dari daldim siswa untuk
melanjutkan sekolah.

Tidak adanya motivasi tersebut dapat disebabkam loédberapa faktor
diantaranya malas belajar dan lemahnya daya pikdk.aAnak yang
malas belajar dan memiliki daya pikir lemah cendgriambat dalam
mengikuti pelajaran yang berlangsung di sekolahirgga anak tersebut
beberapa kali tidak naik kelas. Karena beberapatkik naik kelas

maka usianya pun berbeda dengan usia teman-terkalasgya. Hal ini
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akan menimbulkan berbagai dampak seperti timbutaga malu untuk
bergaul dengan teman-temannya atau sebaliknya akak menjadi
nakal karena merasa dirinya yang paling besar alarteman-temannya.
Biasanya setelah mengalami hal ini anak akan malask belajar dan
akhirnya mengalami putus sekolah. Bahkan ada armalg ynemilih
untuk membina rumah tangga daripada melanjutkanlaekya karena
umurnya yang tergolong sudah cukup matang.

. Perilaku Indisipliner

Perilaku yang indisipliner tentunya tidak sesuangdn lingkungan di
sekolah yang penuh dengan tata tertib. Anak yangpebtaku
indisipliner biasana selalu melanggar tata tertihgyberlaku di sekolah.
Perilaku indisipliner biasanya terkait dengan pevagsan orang tua.
Sebagian anak yang berperilaku indisipliner bejada dari orang tua.
Orang tua berada di luar daerah bahkan beradaadinkeigeri menjadi
TKI. Segala kebutuhan anak tercukupi, akan tetaperka kurangnya
pengawasan dari orang tua, maka anak pun berpestgnaknya.
Perilaku anak yang indispliner di daerah ini bahke@nyebabkan tenaga
pendidik memilih untuk mutasi karena merasa tidakggup mendidik
anak-anak tersebut.

. Latar belakang pendidikan orang tua

Latar belakang pendidikan orang tua yang tergolorendah,
mempengaruhi pandangan sosiokultural mereka sehinggurang

memperhatikan pendidikan sang anak. Peran aktifepatah dan
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sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan yangsadgat membantu
dalam merubamindsetmereka dalam memandang arti pendidikan.
Dampak kemajuan IPTEK

Kemajuan teknologi yang begitu pesat, berbagaiianedormasi mudah
diakses masyarakat hingga di daerah pelosok sekalgeperti media
televisi, radio, bahkan internet. Tanpa disadaals satu dampak yang
ditimbulkan dari media informasi tersebut adalahofeena pengaruh
gaya hidup yang konsumtif dan hedonis. Bagi analicayang sudah
terbiasa memegang uang dalam arti menghasilkanapateh sendiri,
maka mereka bisa mencukupi kebutuhan untuk gayaphmereka
sendiri dan akan berpendapat bahwa pedidikan dak tpenting dan
akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya.

Selain itu, berbagai macam acara hiburan menarik) ylisuguhkan oleh
berbagai macam stasiun televisi juga mempengarehdigikan anak.
Ada kasus putus sekolah yang saya temui di Kecankadéap ini juga
disebabkan karena adanya acara favorit si anétakaim sekolah. Anak
tersebut lebih memilih meninggalkan sekolahnyapdalda meninggalkan
hobi menonton acara kesayangannya di televisilietse

Ganguan teman sebaya

Faktor dari gangguan teman sebaya ini jarang ditéetapi ada. Sikap
teman-teman di sekolahnya yang suka mengganggu oegrgadi salah
satu faktor penyebab siswa putus sekolah. Bentulggyean tersebut

dapat berupa ejekan, pemerasan, bahkan kekerasama $isik. Hal ini
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tentu saja mempengaruhi perkembangan siswa badrasqrsikologis

maupun jasamani. Di sini peran guru dalaranitoring and controlling

kondisi siswa sangatlah penting.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi terjadinya angitusp sekolah,
berbagai macam cara telah diusahakan oleh pihaklasgk diantaranya
melakukan pendekatan langsung secara personal &epatva. Apabila
pendekatan tersebut dianggap tidak berhasil, maekalah akan mendatangi
rumah anak dan membicarakan permasalahan tersebgam orang tua dan

bersama-sama mencari solusinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudithplementasi
Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tegma@enurunan Angka
Putus Sekolah (Studi di SMP N se-Kecamatan Kokapulaten Kulon
Progo)” di atas dapat diambil kesimpulan bahwa eny@ntasi BOS di SMP N
se-Kecamatan Kokap sangat membantu masyarakat cinkaan Kokap
karena latar belakang sebagian besar masyarakbsrgaa pada golongan
ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi terdapdilgmatika kebijakan
BOS yang dikarenakan belum maksimalnya peran BQSkumeminimalisir
jumlah angka putus sekolah. Hal ini dikarenakanngdaaktor penghambat
yaitu faktor internal dan faktor eksternal di luabijakan BOS yang kuat

sehingga tidak memberi dampak terhadap penururgkagutus sekolah.

Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya msitivzelajar anak,
perilaku indisipliner anak, anak bekerja, latarakahg pendidikan orang tua,
kondisi geografis daerah yang sulit, dampak kenmajédl EK, transmigrasi,
adanya gangguan teman sebaya, kurangnya saranaprdaarana yang
menunjang proses pembelajaran serta kurangnya diendian tenaga

kependidikan yang berkualitas.

80
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan daormési yang telah
diperoleh, maka pada kesempatan ini peneliti dapatmberikan beberapa
saran sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-prhalg berkompeten

sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

a. Menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangk&hususnya
menyediakan sarana transportasi yang memadai.

b. Menyediakan tenaga pengajar yang siap untuk tetjumbisa
ditempatkan di mana saja (bukan hanya mengejarssiitlS
yang kemudian numpuk di daerah perkotaan).

c. Meningkatkan monitoring terhadap penggunaan dan@.BO

d. Sosialisasi atau penyadaran secara massif kepasigarakat
tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

2. Bagi Masyarakat
a. Merubah pola pikir yang menganggap enteng pendidika
b. Turut serta membantu pemerintah dalam meminimalisir
terjadinya putus sekolah. Hal ini dapat dilakukamghn cara
tidak membiarkan anak mengalami putus sekolah.
3. Bagi sekolah
a. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOShggai

meminimalisir indikasi terjadinya korupsi.
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b. Membantu pemerintah dalam sosialisasi kepada nesatar
akan arti pentingnya pendidikan dan berbagai macaksud

dan tujuan dari suatu kebijakan pendidikan.
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Pedoman Wawancara

Identitas Nar asumber :

Nama

Pekerjaan

Alamat
Pendidikan Terakhir

Pertanyaan Untuk Kepala Unit Pelayanan Tingkat Daerah (UPTD) Kecamatan Kokap

A wDd PP

Bagaimanakah kondis pendidikan di Kecamatan Kokap sebelum adanya kebijakan BOS?
Bagaimanakah kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap setelah adanya kebijakan BOS?
Bagai mana seharusnya peran dan fungsi BOS dalam penyelenggaraan pendidikan?
Bagaimana proses implementasi BOS dalam penyel enggaraaa pendidikan di Kecamatan
Kokap?

5. Seberapa besar peran BOS dalam mensukseskan program WAJAR 9 Tahun?
6. Bagaimanaperan UPTD Kokap dalam sosialisasi program BOS kepada masyarakat?

7. Apakah program Wajar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan setel ah adanya

program BOS?

Bagaimana latar belakang masyarakat di Kecamatan Kokap terkait dengan kondisi
ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, sosial budaya masyarakat, dan letak
geografis daerah?

Bagai mana pengaruh BOS terhadap angka putus sekolah tingkat SMP di Kecamatan
Kokap?

10. Apakah BOS telah berhasil dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan

khususnya dalam meminimalisir angka putus sekolah tingkat SMP di Kecamatan Kokap?
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Pedoman Wawancara

Identitas Nar asumber :

Nama

Pekerjaan

Alamat
Pendidikan Terakhir

Pertanyaan Untuk Kepala Sekolah dan Guru di SMP N se-Kecamatan Kokap

1.

Bagai manakah kondisi sekolah sebelum adanya kebijakan BOS terkait dengan pelayanan
sekolah terhadap masyarakat dan pesertadidik?
Bagaimanakah kondisi sekolah setelah adanya kebijakan BOS terkait dengan pelayanan
sekolah terhadap masyarakat dan pesertadidik?

3. Bagaimana seharusnya peran dan fungsi BOS dalam penyelenggaraan pendidikan?

4. Bagaimana proses implementasi BOS dalam penyel enggaraaa pendidikan di SMP N ini?

Seberapa besar peran BOS dalam mensukseskan program WAJAR 9 Tahun khususnya di
SMPN ini?

6. Bagaimanaperan UPTD Kokap dalam sosialisasi program BOS kepada pihak sekolah?

7. Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam sosialisasi program BOS kepada stakehol der

pendidikan di SMP N ini?

Apakah program Wajar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan setelah adanya
program BOS?

Bagaimana kondisi ekonomi, latar bel akang pendidikan orang tua serta kondis sosial

budaya masyarakat sekitar?

10. Bagaimana pengaruh BOS terhadap angka putus sekolah di SMP N ini?
11. Apakah BOS telah berhasil dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan

khususnya dalam meminimalisir angka putus sekolah di SMP N ini?
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Pedoman Wawancara

Identitas Nar asumber :

Nama

Pekerjaan

Alamat
Pendidikan Terakhir

Pertanyaan Untuk Komite Sekolah Atau Masyarakat

1. Apakah masyarakat mengetahui adanya program BOS dari pemerintah?

2. Apakah masyarakat ,mgetahui peran, fungsi dan tujuan dari BOS?

3. Apakah BOS memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dalam hal akses

N o g &

pendidikan yang bermutu?

Bagaimanakah kondis pendidikan di Kecamatan Kokap sebelum adanya kebijakan BOS?
Bagaimanakah kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap setelah adanya kebijakan BOS?
Bagai mana seharusnya peran dan fungsi BOS dalam penyelenggaraan pendidikan?

Bagai mana proses implementasi BOS dalam penyel enggaraaa pendidikan di Kecamatan
Kokap?

8. Seberapa besar peran BOS dalam mensukseskan program WAJAR 9 Tahun?
9. Bagaimanaperan UPTD Kokap dalam sosialisasi program BOS kepada masyarakat?

10. Apakah program Wajar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan setelah adanya

11.

12.

program BOS?

Bagaimana latar belakang masyarakat di Kecamatan Kokap terkait dengan kondisi
ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, sosia budaya masyarakat, dan |etak
geografis daerah?

Bagai mana pengaruh BOS terhadap angka putus sekolah tingkat SMP di Kecamatan
Kokap?

13. Apakah BOS telah berhasil dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan

khususnya dalam meminimalisir angka putus sekol ah tingkat SMP di Kecamatan Kokap?
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Pedoman Wawancara

Identitas Nar asumber :

Nama

Pekerjaan

Alamat
Pendidikan Terakhir

Pertanyaan Untuk Anak Putus Sekolah

A W Dd PP

© N o O

0.

10.
11.

12.

13.

Apa penyebab Anda putus sekolah?

Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan BOS?

Apakah Anda mengetahui tujuan, peran dan fungsi BOS?

Seberapa besar kontribusi BOS dalam membantu masyarakat dalam akses pendidikan
yang bermutu?

Bagaimanakah kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap sebelum adanya kebijakan BOS?
Bagaimanakah kondisi pendidikan di Kecamatan Kokap setelah adanya kebijakan BOS?
Bagai mana seharusnya peran dan fungsi BOS dalam penyelenggaraan pendidikan?

Bagai mana proses pel aksanaan BOS dalam penyel enggaraaa pendidikan di Kecamatan
Kokap?

Seberapa besar peran BOS dalam mensukseskan program WAJAR 9 Tahun?

Bagaimana peran UPTD Kokap dalam sosialisasi program BOS kepada masyarakat?
Apakah program Wajar 9 Tahun telah berjalan sesuai dengan harapan setelah adanya
program BOS?

Bagaimana latar belakang masyarakat di Kecamatan Kokap terkait dengan kondisi
ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, sosial budaya masyarakat, dan letak
geografis daerah?

Bagai mana pengaruh BOS terhadap angka putus sekolah tingkat SMP di Kecamatan
Kokap?

14. Apakah BOS telah berhasil dalam mensukseskan program pemerataan pendidikan

khususnya dalam meminimalisir angka putus sekolah tingkat SMP di Kecamatan Kokap?
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Juni 2010

Pukul

Tempat

Responden

Tema

1. Peneliti
SH
Peneliti
SH

2. Peneliti

: 10.00-11.00 WIB
: SMP N 2 Kokap
: SH dan Sl

: Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdmgka Putus Sekolah

: Bagaimanakah kondisi sekolah sebelumsgéelah adanya kebijakan BOS
terkait dengan pelayanan sekolah terhadap masyatan peserta didik?
: Kalau terkait dengan pelayanan sekolah teghadasyarakat dan peserta didik
baik sebelum maupun setelah ada BOS itu sama adjkarena kita dari pihak
sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk memimepkéayanan yang baik
kepada masyarakat. Tapi kalau dilihat dari konskkiolah secara keseluruhan ya
lebih baik setelah ada kebijakan BOS.
: Mengapa demikian?
: Karena dana yang didapat sekolah jauh lelslarb@aripada sebelum ada BOS.
Walaupun apabila dibandingkan dengan banyaknyatikan sekolah yang harus
di penuhi sebenarya BOS itu masih kurang, sedangesentuannya sekolah
penerima BOS itu tidak diperbolehkan untuk memurigaya tambahan kepada
masyarakat. Padahal jika diperbolehkan, tentuny&olae masih sangat
membutuhkan dana dari masyarakat khususnya bagiana&st yang tergolong
mampu. Tapi kalau dibandingkan sebelum ada BOSymjanlebih banyak yang
sekarang setelah ada BOS.
: Bagaimana seharusnya peran dan fungSi @&am penyelenggaraan

pendidikan?
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Peneliti
SH

3. Peneliti

SH

4. Peneliti

SH

5. Peneliti
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. Kalau dikaitkan dengan buku acuan pengguna@s B/ang dari Dinas
Pendidikan itu, menurut saya kurang fleksible mhdisalnya, ada keperluan
sekolah yang tidak tercantum dalam buku acuan peragmn dana BOS.
Sedangkan sekolah tidak diperbolehkan untuk mendate kepada masyarakat
dalam bentuk iuran, sumbangan atau apapun. Selyangemg terpenting itu
adalah monitoringnya mbak bukan acuan yang berkdratku seperti itu.

: Bagaimana solusi sekolah ketika mengbigoiermasalahan seperti itu?

: Solusinya ya mau tidak mau rekayasa penggutiea@en Misalnya, sebenarnya
buat benerin pintu tapi dalam laporan ditulistthedi kertas. Ya mau gimana lagi
mbak? Kalau tidak direkayasa mau memakai uarigndaa mbak? Sekolah kan
tidak boleh meminta biaya tambahan dari masy#Palkadi solusinya ya tetap
memakai uang BOS tetapi dalam laporan ditulisikihal-hal yang sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam buku panduannya.

: Bagaimana proses implementasi BOS dakamyelenggaraan pendidikan di
SMP N ini?

: Kalau implementasinya sudah cukup baik mbakukJrincian penggunaannya
juga kita melibatkan masyarakat dalam rapat kosékolah. Setiap tiga bulan
juga ada laporan triwulan yaitu laporan penggurdem BOS langsung kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kita itlalseberusaha menggunakan
dana secara efektiv mbak.

: Seberapa besar peran BOS dalam mensakspsogram WAJAR 9 Tahun
khususnya di SMP N ini?

. Cukup efektiv mbak kalau dilihat dari APK. &ekng kan anak itu tidak perlu
bayar uang SPP lagi. Paling-paling Cuma membayag saragam ketika awal
masuk sekolah. tapi kalau dilihat dari mutu ya mmyak tahu sendiri kan
jawabannya? Mutu itu terkait dengan banyak fakEaktor-faktor yang lain saja
kurang mendukung. Contohnya saja, sarana transp&ieang memadai, sarana
prasarana untuk kegiatan pembelajaran juga kurang.

: Bagaimana peran UPTD Kokap dalam sasisliprogram BOS kepada pihak
sekolah?



SH

Peneliti

SH

Peneliti
SH
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SH

93

: UPTD di Kecamatan ini itu dulunya cuma menguiiK dan SD mbak. Mulai
aktif lagi itu baru tahun 200&emarin. Jadi program BOS itu pada mulanya
disosialisasikan langsung dari Dinas Pendidikan ugaken Kulon Progo.
Kemudian dari sekolah baru disosialisasikan kepadsyarakat biasanya melalui
rapat awal tahunan.

: Bagaimana peran Kepala Sekolah dalamlszsi program BOS kepada
stakeholder pendidikan di SMP N ini?

. ya seperti yang saya katakan tadi, dari seKalagsung disosialisasikan kepada
masyarakat. Biasanya dalam rapat tahunan sepewripgan siswa baru atau
ketika pembagian raport di tiap akhir semesteriaBeada pengumuman atau
kebijakan baru, biasanya sekalian disosialisasiledam acara itu.

: Bagaimana monitoring dari pemerintalkdérimplementasi program BOS?

: Ada laporan secara langsung kepada pihak gieadidikan Kabupaten Kulon
Progo terkait penggunaan dana BOS yang dilakukéiapséiga bulan sekali
mbak. Selain itu juga ada tim pengawas dana BOS$ lddupaten maupun
propinsi yang datang langsug ke sekolah tapi sbkgka itu hanya bersifat
sample. Nggak mungkin to mbak, dengan jumlah timgpevas yang hanya
beberapa orang mendatangi semua sekolah yang ssfsakamlah mereka tidak
sebanding. Jadi, yang rutin itu ya laporan tri wultu. Selain itu juga ada
pengawasan dari Bawasda Propinsi dan kabupatenP BBRK, dan lain-lain. Di
buku panduan BOS itu ada aturannya mbak.

: Apakah program Wajar 9 Tahun telah banjaesuai dengan harapan setelah
adanya program BOS?

: Sudah kalau hanya dari segi APK nya saja,Kkalaiu dari segi mutu mbaknya
juga pasti tahu kan, masih jauh.

: Bagaimana kondisi ekonomi, latar belgkpandidikan orang tua serta kondisi
sosial budaya masyarakat sekitar?

: Kondisi perekonomian masyarakat sini tu yaakglakan menengah ke bawah
mbak. Mata pencahariannya juga banyak yang tidalas.je Istilahnya
“Pengangguran Terselubung”. Katanya sih sebagiaarbmdi penderes atau

petani gula jawa. Itu juga tidak semua warga puyofon kelapa. Jadi sistemnya
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kayak bagi hasil antara yang nderes sama yang otyan kelapa. Ya cuma itu
mbak, kalau mau tani yang lain juga tahu sendmi kdbak kondisi geografis nya
tidak memungkinkan. Kalau yang PNS itu kebanyakan lhar daerah Kokap
mbak. Kalau budaya masyarakat sebagian besar @éftingnya pendidikan. Tapi
banyak yang belum terlalu peduli maksudnya beneeibememperhatikan
pendidikan anaknya. Mereka ya tahunya anaknya alekgltu aja. Kondisi latar
belakang pendidikan orang tua juga rendah jadiktidou bagaimana harus
bersikap. Kalau habis kerja sudah capek, tidak seémpanya sekolah
anak,hehee....

: Bagaimana pengaruh BOS terhadap angkes gekolah di SMP N ini?

. Terus terang mbak, saya itu kurang setujuukakman sekarang anak putus

sekolah kok karena tidak ada biaya. Wong bantuanpganerintah untuk anak

sekolah itu banyak sekali. Ada BOS, ada juga beibagcam beasiswa baik dari
pemerintah ataupun pihak swasta. Kalau dilihat gianiah angka putus sekolah

di sekolah ini, sebelum adanya BOS itu malah Igkitlikit mbak daripada setelah

adanya BOS. Jadi mereka yang putus sekolah itk selalu terkait dengan faktor

biaya tetapi banyak faktor yang lain.

: Faktor apa saja yang mempengaruhi teryadoutus sekolah di derah ini?

: Terjadinya putus sekolah itu disebabkan bletbagai macam faktor. Tapi saya
tidak setuju, kalau ada anak yang tidak sekolakrafaktor biaya operasional di
sekolah. Tapi kalau dikaitkan dengan biaya, kemunagkbesar biaya operasional
anak itu sendiri untuk menuju ke sekolah. Selain juga factor gaya hidup,
temennya punya hp pengen hp. Jarak sekolah jaulen&aminimnya sarana
transportasi umum minta sepeda motor, dan lain-lakpalagi dengan
perekonomian yang rata-rata kurang, tentu tidag@am menuruti permintaan anak
kalau untuk gaya hidup seperti itu. Disamping léar belakang pendidikan orang
tua rendah sehingga kurang memperhatikan perkerabhamgak. Tapi yang
memang dasarnya malas belajar juga ada.

: Penyebab putus sekolah di sini itu banyakknBapi yang paling banyak itu

gara-gara ikut orang tuanya transmigrasi. Munglkireka kurangnya pemahaman

orang tua tentang arti pentingnya urusan admisistratuk pindah sekolah ya
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mbak.... Latar belakang orang tua rendah sehinggak ttidhu kalau harus
mengurus surat-surat untuk pindah sekolah. Padattak saat ini, apabila anak
akan pindah sekolah maka harus mendapat surat egktasi pindah sekolah dari
sekolah yang diinggalkan bukan sekolah yang ditgghingga, kalau anak
tersebut tidak mempunyai surat itu, maka perpindaekolahnya pun juga akan

sulit. Bahkan sekolah lain juga tidak akan meneramak tersebut.

: Apakah BOS telah berhasil dalam mensske® program pemerataan
pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagsekolah di SMP N ini?

: Cukup efektiv. Yang jelas menurut saya BOScamkup membantu sekolah
dalam segi pendanaan. Tapi ada juga dampak negatifibak, apalagi kalau
dikaitkan dengan masyarakat golongan atas. Bisatakkn memanjakan
masyarakat juga. Daya juangnya jadi berkurang. Meggap pendidikan sepele,
tidak seperti dulu saya itu mau sekolah itu dengenuh perjuangan dan

semangat.
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juli 2010
Pukul : 09.00-10.00 WIB
Tempat : Kantor UPTD Kecamatan Kokap

Responden : ST
Tema : Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdémgka Putus Sekolah

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi pendidikan di Keatan Kokap sebelum dan setelah
adanya kebijakan BOS?

ST : Kondisi pendidikan Kecamatan Kokap secaralkeshan tentunya lebih baik
setelah adanya BOS. Apalagi dengan kondisi makgadi daerah Kokap ini
yang golongan mengah ke bawah tentunya sangabamgm Mereka tidak perlu
lagi bayar uang sekolah, uang nya bisa digunakéuk keperluan yang lain.

2. Peneliti : Bagaimana seharusnya peran dan fungSi @&@am penyelenggaraan
pendidikan?

ST : Kurang fleksible kalau dilihat dari buku anyzenggunaan BOS yang dari Dinas
Pendidikan itu. Banyak keperluan sekolah yang méntian biaya tapi tidak
tertulis di dalam buku, akibatnya bukan rahasia mnhagi kalau terjadi rekayasa
penggunaan dana dalam laporan penggunaan BOS. talestrekayasa” untuk
hal-hal yang positif o mbak,heheKalau dilihat dari kata “rekayasa” ya jelas
tidak baik mbak... Tetapi kan dilihat dulu lebih baya seperti apa? Kalau solusi
yang terbaik memang harus menggunakan dana darila@®a tidak ada dana
yang lain, maka mau tidak mau ya harus dilakukankukelancaran operasional
mereka...”

3. Peneliti : Bagaimana proses implementasi BOS dakamyelenggaraaa pendidikan di

Kecamatan Kokap?
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. Implementasi baik. Sesuai dengan apa yangrapkan. Laporan penggunaan
dana tertib setiap tiga bulan sekali biasa diselemgan laporan triwulan yang
langsung dilaporkan ke Dinas Pendidikan KabupatgioiKProgo.
: Seberapa besar peran BOS dalam mensakspsogram WAJAR 9 Tahun?
: Tentunya cukup besar. Tujuan dari BOS kaa jugtuk membantu masyarakat
terutama golongan miskin dalam hal akses pendidika@hingga tercapailah
pemerataan pendidikan.
: Bagaimana peran UPTD Kokap dalam sasisliprogram BOS kepada
masyarakat?
: Perannya ya membantu memberikan informasadesekolah terkait dengan
kebijakan BOS. Terutama untuk BOS tingkat Sekddasar (SD). Kalau yang
SMP dulu disosialisasikan langsung dari Dinas Rekain Kabupaten Kulon
Progo.
: Bagaimana proses monitoring dari pentahiterkait dengan dana BOS?
: Laporan rutin dari setiap sekolah penerim&BiO setiap tiga bulan sekali yang
disebut sebagai laporan triwulan. Laporan penggurdena langsung kepada
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 8etaijuga ada laporan akhir
tahun. Ada juga pengawasan dari Inspektorat Jein@eadiknas serta Badan
Pengawas Daerah (BAWESDA) Propinsi dan Kabupatea/KBadan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemkgksagan (BPK).
: Apakah program Wajar 9 Tahun telah banjg@esuai dengan harapan setelah
adanya program BOS?
: Sudah kalau dilihat dari APK nya. Kalau datitu jelas belum. Banyak faktor
yang mempengaruhi mutu pendidikan. Kalau fakastedr yang lain belum baik
ya jelas mutu juga belum bisa baik kan mbak?dfaddrana transportasi, kondisi
geografis, kualitas guru, sarana belajar mengigarnain-lain itu juga belum baik.
: Bagaimana latar belakang masyarakatedekhatan Kokap terkait dengan
kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan orargg sosial budaya masyarakat,
dan letak geografis daerah?
. Seperti yang telah saya katakana tadi kalasyarakat sini itu kebanyakan

golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besi@ pencahariannya
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petani gula jawa atau orang-orang sini nyebutnyadgess. Latar belakang
pendidikan orang tua juga masih rendah. Kalau rahsékpedulian mereka
terhadap pendidikan anak sekarang ini sudah cu&dplip sudah tahu pentingnya
pendidikan.

: Bagaimana pengaruh BOS terhadap angkes gekolah tingkat SMP di
Kecamatan Kokap?

: Anak itu mengalami putus sekolah bukan hatgr@na faktor biaya lo mbak.
Kalau dikatakan hanya karena biaya saya kuranguseBantuan, beasiswa itu
banyak sekali.

: Apakah BOS telah berhasil dalam mensske® program pemerataan
pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagpaekolah tingkat SMP di
Kecamatan Kokap?

: Kalau hanya dilihat dari segi APK ya sudala pgmerataan dalam hal akses
pendidikan lo. Tapi kalau putus sekolah saya kitakthanya terkait dengan biaya
saja. Anak malas, motivasi untuk sekolah tidak ad&al, ada transmigrasi juga
dan lain-lain.

: Apakah ada dampak negative dari BOSendiri?

. Setiap kebijakan itu pasti ada negatifnya mltekigantung banyak positifnya
atau malah negatifnya? Kalau BOS itu khusus uniuttagrah Kokap ini lebih
banyak positifnya. Kalau dikatakan memanjakan nrasgd, ya hanya untuk
segelintir orang saja. Kalau secara keseluruhaas jebangan membantu

masyarakat untuk akses pendidikan.
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2010
Pukul : 08.00-09.30WIB
Tempat : SMP N 1 Kokap
Responden : EE

Tema : Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdémgka Putus Sekolah

1. Peneliti : Bagaimanakah kondisi sekolah sehalan setelah adanya kebijakan BOS
terkait dengan pelayanan sekolah terhadap masyatan peserta didik?

EE : Pelayanan sekolah terhadap masyarakat damtgeBdik baik sebelum dan
setelah ada BOS itu baik karena sekolah berusalngberékan pelayanan yang
baik kepada masyarakat. Tapi kalau dilihat dari sgnfaatnya, BOS itu sangat
membantu mbak.

Peneliti : Mengapa demikian?

EE : Karena dengan BOS pendidikan gratis, tidakupeslyar SPP lagi cuma bayar
seragam. Tentunya itu sangat membantu masyarakaik umengakses

pendidikan.

2. Peneliti : Bagaimana seharusnya peran dagsilB0S dalam penyelenggaraan

pendidikan?

EE : Bukunya itu terlalu kaku mbak. lya, kurandgflible. Tapi sebisa mungkin kami
tetap mengacu pada buku panduan tersebut.

Peneliti : Bagaimana solusi sekolah ketika mengbiguermasalahan seperti itu?

EE . Solusinya ya sama saja dengan sekolah yang r@au tidak mau rekayasa

penggunaan dana. Ya mau gimana lagi mbak?



Peneliti

EE

Peneliti

EE

Peneliti

EE

Peneliti

EE

Peneliti

EE

100

: Bagaimana proses implementasi B&I8m penyelenggaraaa pendidikan di
SMP N ini?

: Kalau implementasinya baik mbak. Untuk rincgenggunaannya, masyarakat
juga dilibatkan dalam komite sekolah. Setiap tigkab juga ada laporan triwulan
langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulogd?r

: Seberapa besar peran BOS dalamsuksaskan program WAJAR 9 Tahun
khususnya di SMP N ini?

: Sangat besar mbak kalau untuk pemerataan gkauai Karena dengan BOS
semua bisa sekolah wong pendidikan gratis. Sekakanganak itu tidak perlu
bayar uang SPP lagi. Paling-paling cuma membayag saragam ketika awal

masuk sekolah.

: Bagaimana peran UPTD Kokap dalasiadisasi program BOS kepada pihak

sekolah?

: Program BOS itu pada mulanya disosialisasiaagsung dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dari sekolah basosialisasikan kepada
masyarakat biasanya melalui rapat awal tahunam ketika pembagian rapor itu,

sekalian dikasih pengumuman kalau ada kebijakan bar

: Bagaimana peran Kepala Sekolaandaosialisasi program BOS kepada
stakeholder pendidikan di SMP N ini?

. ya seperti yang saya katakan tadi, biasaniandeapat tahunan dan pembagian
raport di tiap akhir semester. Setiap ada pengumuatau kebijakan baru,

biasanya sekalian disosialisasikan dalam acara itu.
:Bagaimana monitoring dari pemerintetkdit implementasi BOS?

: Pengawasannya banyak mbak. Tapi yang rutidaporan penggunaan BOS
setiap tiga bulan sekali yang disebut laporan tawulLaporan akhir tahun juga

ada. Pengawasan-pengawasan dari BPK, BAWESDA, aladalin seperti yang
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di buku itu juga ada. Tim pemantau manajemen BQfa jierkadang ada yang
datang langsung ke sekolah tapi waktunya tidakiterdak.

8. Peneliti : Apakah program Wajar 9 Tahun tédatjalan sesuai dengan harapan setelah

adanya program BOS?
EE : Sudah tapi kalau dari segi mutu mbaknya juagi pahu kan, masih jauh.

9. Peneliti :Bagaimana kondisi ekonomi, latalakang pendidikan orang tua serta kondisi

sosial budaya masyarakat sekitar?

EE : Kondisi perekonomian masyarakat di sini meaénge bawah mbak. Mata
pencahariannya sebagian besar jadi penderes atmi gala jawa. Kalau budaya
masyarakat sebagian besar sudah tahu pentingngalip@m. Tapi hanya sekedar
tahu ja, tidak terlalu memperhatikan perkembangaakmaya di sekolah.
Kondisina latar belakang pendidikan orang tua renda

10. Peneliti : Bagaimana pengaruh BOS terhadakeapgtus sekolah di SMP N ini?

EE . Kalau di sekolah ini, masalah putus sekolalsébenarnya bukan semata-mata
karena biaya kok mbak. Kalau Cuma masalah biayaskdah banyak bantuan.
Banyak beasiswa baik dari pemerintah maupun pilnasts. Ada yang karena
sudah punya penghasilan sendiri, sudah bekerjdypdisama sekolah. Ada juga
transmigrasi ikut orang tua, ada juga yang memaiad tmau sekolah lagi, tidak
ada motivasi, walaupun sudah dibujuk sampai gurudding ke rumahnya,
orang tua juga ikut membujuk, tetep saja tidak mekolah lagi. Ada juga yang
gara-gara acara TV mbak. Katanya ada acara ap&egitka jam sekolah. Jadi ya
lebih berat buat nonton daripada buat sekolah,dwhh

11. Peneliti  : Faktor apa saja yang mempengarghidieya putus sekolah di derah ini?

EE : Ya seperti yang saya jelaskan tadi.

12. Peneliti : Apakah BOS telah berhasil dalam mensskes® program pemerataan
pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagsekolah di SMP N ini?

EE : Cukup efektiv mbak. Semuanya bisa sekolahukatauk pemerataan. Tapi kalau
untuk putus sekolah ya sebabnya ya tadi tu, bafajdér.
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2010

Pukul

Tempat

Responden

Tema

1.

2.

Peneliti

SY

Peneliti

SY

: 09.00-10.00 WIB
: SMP N 3 Kokap
. SY

: Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdémgka Putus Sekolah

: Bagaimanakah kondisi sekolah sehalan setelah adanya kebijakan BOS
terkait dengan pelayanan sekolah terhadap masyatan peserta didik?

: Pada umumnya BOS itu membantu sekolah mbskasiidak perlu bayar SPP.
Tapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan sekolah aekeseluruhan jelas belum
mencukupi. Sekolah juga tidak boleh memungut bidagembahan kepada
masyarakat. Kalau diperbolehkan tentu saja akan baeta pihak sekolah.
Apalagi dengan sekolah yang siswanya tidak tebaluwyak seperti di sekolah ini.
Dengan sarana dan prasarana belajar yang seadgapiasaya pribadi kurang
setuju dengan BOS karena menurut saya BOS itu makam masyarakat.
Motivasi untuk sekolah jadi berkurang. Kan sudabiajiai pemerintah jadi
seenaknya, istilahnya seperti tidak terlalu menggiai api kalau secara umum ya

membantu. Cuma itu tadi ada dampak negatifnya juga.

: Bagaimana seharusnya peran dagsilBOS dalam penyelenggaraan

pendidikan?

. Ya memang kurang fleksible mbak. Kadang adagekiaran sekolah yang
membutuhkan dana tapi tidak tertulis dalam salah lsstentuan yang ada dalam
buku panduan penggunaan dana BOS dari dinas itlusiBga ya tetap

menggunakan dana BOS. Apalagi untuk sekolah yarapbeli daerah pinggiran



3.

4.

5.

6.

7.

Peneliti

SY

Peneliti

SY

Peneliti

SY

Peneliti

SY

Peneliti
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seperti ini, siswanya sedikit, sedangkan besarmyea BOS juga menyesuaikan
dari jumlah siswa. Sekolah juga tidak memungut didgri masyarakat. Dananya
kurang, penggunaannya juga diatur dengan ketat.afulan-aturan baku seperti

itu.

: Bagaimana proses implementasi B&I8m penyelenggaraaa pendidikan di
SMP N ini?

: Kalau implementasinya baik. Masyarakat juddoalikan dalam komite sekolah.
Setiap tiga bulan ada laporan triwulan langsunga#lap Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo. Tiap tahun minimal 1X mertang Kepsek, bendahara

dan komite untuk sosialisasi program BOS.

: Seberapa besar peran BOS dalarsukeeskan program WAJAR 9 Tahun
khususnya di SMP N ini?

: Kalau untuk pemerataan pendidikan cukup beSamua masyarakat bisa

megakses pendidikan karena gratis.

: Bagaimana peran UPTD Kokap dalasiadisasi program BOS kepada pihak

sekolah?

: Program BOS itu pada mulanya disosialisasigagsung dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo. Minimal satu tahun sekahd3i Pendidikan kabupaten
Kulon Progo mengundang kepsek, bendahara dan wakilte dari tiap sekolah
untuk sosialisai BOS atau kebijakan-kebijakan ylaaig mbak.

: Bagaimana peran Kepala Sekoladndalosialisasi program BOS kepada
stakeholder pendidikan di SMP N ini?

. Biasanya dalam rapat tahunan dan pembagiaortrap tiap akhir semester.
Setiap ada pengumuman atau kebijakan baru, biasdisgaialisasikan dalam

acara itu.

: Apakah program Wajar 9 Tahun télahjalan sesuai dengan harapan setelah

adanya program BOS?
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8. Peneliti

SY

9. Peneliti
SY

10. Peneliti
SY

11. Peneliti

SY
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: Sudah tapi kalau dari segi mutu belum.

: Bagaimana kondisi ekonomi, latalakang pendidikan orang tua serta kondisi

sosial budaya masyarakat sekitar?

: Kondisi perekonomian masyarakat menengah walbanbak. Mata pencaharian
sebagian besar penderes atau petani gula jawau Kattaya masyarakat sebagian
besar sudah tahu pentingnya pendidikan. Tapi titlEkalu memperhatikan
perkembangan anaknya di sekolah. Kondisi latarkbelg pendidikan orang tua
rendah.

: Bagaimana pengaruh BOS terhadggaaputus sekolah di SMP N ini?

: Permasalahan putus sekolah itu sebenarnyalsgtaata-mata karena biaya kok
mbak. Kalau masalah biaya kan sudah banyak bardarhantuan orang miskin,
PKH, macem-macem pokoknya banyak beasiswa jugal&ekli sini itu cuma
mengeluarkan uang untuk beli seragam Rp 275.00Q,66:les di luar jam
sekolah itu juga gratis. Putus sekolah di sini ala yang karena tidak ada
motivasi belajar untuk belajar lagi, ada juga karesianya karena berulang kali
tidak naik kelas, pernikahan dini, transportasikigy, transmigrasi.

: Faktor apa saja yang mempengaenjasidinya putus sekolah di derah ini?

: Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Selainjuga memang transportasinya
kurang sekali. Tidak ada transportasi umum yangpsarke depan sekolah ini
mbak. Kalau yang tidak punya sepeda atau kendaeatiri ya jalan kaki. Kalau

cuma 1 atau 2 km itu biasa mbak.

: Apakah BOS telah berhasil dalamsukeeskan program pemerataan

pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagsekolah di SMP N ini?

: Cukup efektiv mbak kalau untuk pemerataan.i Kapau untuk putus sekolah

sebabnya banyak faktor.
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2010

Pukul : 10.00-11.00 WIB
Tempat : Kalirejo, Kokap
Responden : SN dan MS
Tema : Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdémgka Putus Sekolah
1. Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui adanygrano BOS dari pemerintah?
SN dan MS : Tahu mbak, kan sudah disosialisasikan.
2. Peneliti : Apakah masyarakat ,mgetahui peran,dudgn tujuan dari BOS?
SN dan MS . Kalau di daerah sini kebanyakan masgaitahunya ya cuma sekolah
gratis. Tapi karena kita juga PNS jadi sedikimyak cukup tahu
Kalau dilihat dari jumlah dana, untuk sekolatuk daerah pinggiran
seperti ini tentunya kurang mbak. Sarana dasapaaa belajar juga
kurang memadai. Padahal BOS itu kan dihitungdmarkan jumlah
siswa.... Nah, kalau siswanya sedikit seperteotah ini sulit untuk
maju mbak...
3. Peneliti : Apakah BOS memberikan kontribusi yaagbagi masyarakat dalam
hal akses pendidikan yang bermutu?
SN : Ya kalau untuk akses pendidikan tapi kalatunsaya rasa belum mbak.

Mutu itu kan terkait beberapa faktor mbak. Sararasarana, kualitas
guru, kualitas siswa juga. Di sini, guru-gurudawang kayaknya
berkualitas itu malah pada minta pindah ko miakena kondisi
geografis perbukitan, sarana transportasi unugra jidak ada, sarana
prasarana belajar sangat kurang, mbak sudathsimdiri to? Anak-

anaknya juga bandel-bandel. Gurunya jadi tantllak betah.
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Peneliti
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: iya mbak, kalau mutu masih jauh.....

: Bagaimanakah kondisi pendidikan di Keatan Kokap sebelum dan
sesudah adanya kebijakan BOS?

: Sebelum dan sesudah ya enak yangaseseakolah tidak perlu bayar.
: Bagaimana seharusnya peran dan fur@@s @alam penyelenggaraan
pendidikan?

: Pokoknya membantu masyarakat khusugsigagan menengah ke
bawah.

: Bagaimana proses implementasi BOS dakamyelenggaraan
pendidikan di Kecamatan Kokap?

. Implementasi baik mbak. Sepertinyaktisida masalah.

: Seberapa besar peran BOS dalam mers@lsprogram WAJAR 9
Tahun?

: Cukup besar untuk pemerataan pendidiekarang semua anak bisa
sekolah.

: Bagaimana peran UPTD Kokap dalam sssisil program BOS kepada
masyarakat?

: Setahu saya yang sosialisasi itu DResslidikan Kabupaten Kulon
Progo langsung mbak.

: Apakah program Wajar 9 Tahun telahdlan sesuai dengan harapan
setelah adanya program BOS?

: Wajar 9 Tahun itu sudah kalau dildet APK nya.

: Bagaimana latar belakang masyarakkedamatan Kokap terkait
dengan kondisi ekonomi, latar belakang pendidikang tua, sosial
budaya masyarakat, dan letak geografis daerah?

: Kondisi ekonomi menengah ke bawah. Mata alegitan sebagian besar
penderes, petani gula jawa itu lo mbak. Pendidiran tua rendah. Yang
PNS di daerah sini itu bisa dihitung dengankak y MS?

: ilya mbak. Kalau geografisnya bisa lihat send mbak, daerah

perbukitan dengan sarana transportasi kurarajisillau kepedulian
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masyarakat terhadap pendidikan ya ada yang ipsthlulyang tidak. Tapi
semuanya tahu kalau sekolah itu gratis.

: Bagaimana pengaruh BOS terhadap angkes gekolah tingkat SMP di
Kecamatan Kokap?

: Di sini itu mbak, anak mau sekolah dengatikteitu sudah syukur
Alhamdulillah. Walaupun biaya sudah gratis, tapiaam dasar anaknya
bandel, nakal, susah untuk diatur. Di sini gurudgjuga banyak yang
pindah karena tidak tahan dengan anak-anaknya.o@oyd mbak, ada
anak yang disuruh potong rambut oleh bapak Kepsgek lkarena tidak
dihiraukan, akhirnya disuruh ke kantor dan rambatrypotong oleh
bapak Kepsek sendiri. Eh, besoknya tidak masuk |sleksampai
seminggu. Sampai-sampai guru BK datang ke rumaty, &@ak tersebut
mau masuk sekolah lagi. Ada juga yang putus sekd&ktena mau
menikah mbak. Bukan pernikahan dini lo soalnya asiak juga sudah
cukup matang. Memang sebelumnya daya pikirnya lerjah banyak
tidak naik kelasnya.

: “Betul itu mbak, anak di sini itu bandel-ba@h Waktu perjalanan pulang
dari sekolah, saya pernah bertemu dengan anak $WDsdepan saya
itu yo srawung sambil menundukkan kepala itu, tgielah saya jalan,
klotak! Eh, dilempari batu! Mungkin penyebabnyakyaang pengawasan
dari orang tua. Orang tua yang pendidikannya kyratdpk tahu
bagaimana harus bersikap, jadi ya anaknya sepertAlat transportasi
juga kurang bahkan untuk sampai ke sekolah intidtak ada kendaraan
umum sama sekali. Kalau naik kendaraan umum haegalén kaki lagi
sejauh kurang lebih 2 Km. Tahu sendiri, medannga erbukitan seperti
itu. Bahkan tidak hanya anak yang putus sekolahkmiparu-guru yang
masih muda-muda itu juga banyak yang pindah koneatedak tahan
dengan sikap anaknya, tidak tahan dengan medanhgng dilalui juga.
Tapi tidak semuanya juga yang berperilaku sepertiaida juga anak yang
sungguh-sungguh mau sekolah. Untuk anak-anak yanmgapmotivasi

tinggi untuk bersekolah, tentunya BOS ini sangamniventu mereka.
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12. Peneliti : Apakah BOS telah berhasil dalam menssiksn program pemerataan
pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagsekolah tingkat
SMP di Kecamatan Kokap?
SN dan MS : Kalau pemerataan cukup berhasil mkemrksemuanya bisa sekolah.

Kalau putus sekolah ya banyak faktor.
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TRANSKRIPSI WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juli 2010

Pukul

Tempat

Responden

Tema

1. Peneliti
SR

2. Peneliti
SR

3. Peneliti
SR

4. Peneliti
SR

5. Peneliti

: 14.00-15.00 WIB
: Gunung Rejo, Kokap
: SR

: Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Pemurdémgka Putus Sekolah

: Apakah masyarakat mengetahui aa@nggram BOS dari pemerintah?

: Tahu mbak, kan sudah disosialisasikan. Daisasikannya waktu pengambilan
rapor anak tiap akhir semester atau biasanya aayd tahunan itu juga sering

ada sosialisasi-sosialisasi begitu.
: Apakah masyarakat ,mengetahuirpdtengsi dan tujuan dari BOS?

: Tahunya cuma sekolah gratis mbak. Kalau uydnk pastinya saya kurang

tahu.

: Apakah BOS memberikan kontribuesngy baik bagi masyarakat dalam

hal akses pendidikan yang bermutu?

: Kalau mutu saya rasa belum mbak. Tapi untetkgakses pendidikan iya.

: Bagaimanakah kondisi pendidikan dc&matan Kokap sebelum dan
sesudah adanya kebijakan BOS?

: Sebelum dan sesudah lebih enak yang sesselaiiah tidak perlu bayar. Uang
yang tadinya buat bayar SPP bisa digunakan wap&rluan yang lain mbak.

: Bagaimana seharusnya peran dagsilBOS dalam penyelenggaraan

pendidikan?
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: Wah, saya kurang tahu mbak. Tahunya ya dekpé&tis karena ada BOS itu.

: Bagaimana proses implementasi B&18m penyelenggaraan

pendidikan di Kecamatan Kokap?
: Setahu saya tidak ada masalah. Baik gitu.

: Seberapa besar peran BOS dalamsukeaskan program WAJAR 9

Tahun?
: Cukup besar mbak. Sekarang semua anak lisialseladi pendidikan merata.

: Bagaimana peran UPTD Kokap dalasiadisasi program BOS kepada

masyarakat?

: Saya kurang tahu mbak. Saya tahunya yaeleslah. Ada pengumuman dari
sekolah, dikasih tahu kalau sekolah gratis kaeel@aBOS waktu tahun ajaran
baru itu atau pada waktu ngambil rapor anak.d@iga kalau ada pengumuman
dikasih tahu.

: Apakah program Wajar 9 Tahun télahjalan sesuai dengan harapan

setelah adanya program BOS?
: Saya kira sudah ya mbak, kan semua bisaadekol

: Bagaimana latar belakang masyamdikaecamatan Kokap terkait
dengan kondisi ekonomi, latar belakang pendidikamg tua, sosial

budaya masyarakat, dan letak geografis daerah?

: Di sini itu sebagian besar jadi penderesmefula jawa itu lo mbak.
Penghasilannya tidak seberapa jadi ya golongarengah ke bawah. Pendidikan
orang tua rendah. Rata-rata SD atau SMP gitu. §ivikg apalagi kuliah. Kalau
geografisnya daerah perbukitan. Medannya cuklipprsibak kalau dari sini mau
ke sekolah. Mbaknya tahu sendiri kan kondisinajea tadi seperti apa? Kalau

masyarakat sini sudah sadar kalau pendidikgpeiting mbak.
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11. Peneliti : Bagaimana pengaruh BOS terhadakaapgtus sekolah tingkat SMP di

Kecamatan Kokap?

SR : Kalau anak saya si Dika itu mbak, terus @ssja bukan karena biaya. Tapi
tidak tahu kalau yang lain. Dika itu ngakunyaelgpmedannya juga sulit to
mbak. Saya itu sebenarnya sedih lihat anak sayalak mau sekolah. Guru nya
juga sampai datang ke sini mau ngebujuk biar sefolah tapi Dika nya malah
lari. Saya itu curiga ada faktor lain mbak. SgalDika itu anaknya pendiam,
ngalahan. Dari dulu suka diganggu teman nya. $angg diambil temannya.
Bahkan dulu waktu masih SD malah dipukuli tememannya mbak. Sampai
biru-biru badannya. Awalnya dia tidak mau ngakpj akhirnya ngaku juga.
Adiknya itu tahu kalau kakaknya dipukuli rame-msambil matanya ditutup.
Tapi adiknya itu tidak boleh masuk jadi ya cunsamangis ja di luar begitu.
Padahal Dika dan adiknya tu cukup pinter lo mi@akkup berprestasi di kelas.
Kalau dia memang malas belajar tidak mungkin mBakarang aja walaupun
tidak sekolah dia masih sering belajar sendmaadiknya itu di kamar. Saya
sedih kalau melihat itu mbak.

12. Peneliti : Apakah BOS telah berhasil dalam sn&seskan program pemerataan
pendidikan khususnya dalam meminimalisir angkagaekolah tingkat
SMP di Kecamatan Kokap?

SR : Putus sekolah itu banyak faktor e mbak. Kalgiu pemerataan saya kira cukup
berhasil dengan BOS.



112

CATATAN LAPANGAN

Observas 1
Hari : Senin
Tanggal : 10Me 2010

Pagi itu sekitar jam 09.00 WIB, peneliti datangikeas Pendidikan Kulon Progo
yang terletak di sudut Kota Wates. Dengan berbsugdt ijin observasi awal dari fakultas,
peneliti bermaksud bertemu dengan bapak EK untukinta data jumlah anak putus sekolah
tingkat SMP yang ada di Kabupaten Kulon Progo kargeneliti bermaksud untuk
mengambil judul skripsi ” Impelementasi Kebijaka@®8 Terhadap Angka Putus Sekolah di
Kabupaten Kulon Progo (Studi di SMP N se- Kabup#telon Progo)”. Namun sayang, hari
itu bapak EK sedang tidak berada di tempat. Akfarpgneliti di terima oleh salah satu
pegawai dinas dengan nada bicara yang kurang ra®etelah menerangkan maksud
kedatangan peneliti, akhirnya pegawai tersebut meikdn nomor hp bapak EK kepada
peneliti. Setelah mendapat nomor hp tersebut, liiepen mengucapkan terimakasih dan

berpamitan untuk pulang.
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Observas 2
Hari . Sabtu
Tanggal : 15 mei 2010

Siang itu sekitar pukul 13.30 WIB, peneliti kembdditang ke Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo dengan maksud untuk berteengah Bapak EK. Sebelumnya
peneliti telah menghubungi Bapak EK dan mendapakem®mpatan untuk bertemu beliau
pada waktu yang telah ditentukan. Sesampai di kdbitmas Pendidikan Kabupaten Kulon
Progo, mahasiswa langsung bertemu dengan seotddgkeparuh baya yang berpenampilan
cukup rapi, tidak ketinggalan dengan kacamatanganyata beliau adalah Bapak EK. Awal
bertemu dengan Bapak EK, peneliti disambut dengamah. Terlihat meja beliau penuh
dengan tumpukan kertas, rupanya beliau sedang mesigesemua perlengkapan yang
diperlukan oleh sekolah dalam menghadapi ujianrakteskipun terlihat sibuk, akan tetapi
Bapak EK tetap melayani setiap pertanyaan perdditgan baik. Namun sayang, waktu itu
Bapak EK belum bisa langsung memberikan data ygregldkan oleh peneliti dengan alasan
data tersebut harus dicari terlebih dahulu darabedaat ini benar-benar sedang sibuk. Karena
mempertimbangkan jarak tempat tinggal peneliti yaumigup jauh akhirnya Bapak EK berjanji
akan mengirim data yang diperlukan oleh peneldi email. Setelah bertukar email, peneliti

pun mengucapkan terimaksih dan berpamitan untungul
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Observas 3
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Me 2010

Karena data yang diberikan oleh Bapak EK dianggamarg lengkap maka
peneliti berinisiatif untuk mencari data tersebemgan cara terjun langsung ke lapangan. Hari
itu peneliti mendatangi setiap kantor UPTD di 1Z#&matan yang ada di Kabupaten Kulon
Progo. Namun hasilnya agak mengecewakan karerlagetaua UPTD memiliki data jumlah
anak putus sekolah. Bahkan peneliti dibuat bingllaggna masing-masing pegawai merasa
tidak berkewajiban untuk mengurusi hal itu. Adagygegawai yang menyarankan peneliti
untuk datang langsung ke kantor Kecamatan. Pepalitimenerima saran tersebut dan datang
ke kantor Kecamatan dengan maksud untuk mempedath Akan tetapi di luar dugaan,
pegawai di kantor kecamatan malah menyarankan dra gebaliknya, peneliti disarankan
untuk langsung datang ke kantor Dinas Pendidikal.itl mencerminkan kurang baiknya

manajemen administrasi khususnya tentang data siisslaerah Kabupaten Kulon Progo.
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Observas 4
Hari : Jumat
Tanggal : 21 Me 2010

Karena peneliti tidak mendapatkan data yang cuikgka peneliti pun akhirnya
mempersempit ruang lingkup lokasi penelitian dengaerubah judul skripsi menjadi
"Implementasi Kebijakan BOS Terhadap Penurunan Angitus Sekolah (Studi di SMP N
se- Kecamatan Kokap Kabupatem Kulon Progo)” demgatimbangan dari beberapa sumber
yang dapat dipercaya dan melihat kondisi geogddisrah Kokap tersebut, maka peneliti
memutuskan untuk melakukan penelitian di SMP N eseaftatan Kokap. Hari itu peneliti
langsung menuju ke kantor UPTD Kokap, namun lagii-fgeneliti tidak mendapatkan data
yang diharapkan dan disarankan untuk datang laggseiriKantor Kecamatan atau langsung
ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progenefiti pun datang lagi ke kantor
Kecamatan Kokap dan ditemui oleh ibu AB. Karenaspa@ktu itu adalah hari Jumat dan
jam kerja pun telah usai maka peneliti disarankatnkukembali lagi esok hari. Peneliti juga
diberikan nomor hp ibu AB sebagai CP. Setelah meapgkan terimakasih peneliti pun

berpamitan untuk pulang.
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Observasi 5
Hari . Sabtu
Tanggal : 5Juni 2010

Hari itu peneliti bermaksud untuk datang kembalikiaator Kecamatan Kokap.
Untuk itu peneliti mencoba menghubungi ibu AB teite dahulu. Dari informasi yang
diberikan oleh ibu AB diketahui bahwa Kecamatan &wkidak memiliki data tersebut dan
peneliti disarankan untuk datang ke UPTD Kokap.eldarbaik UPTD maupun Kecamatan
tidak memiliki data tersebut maka peneliti beriisi terjun langsung ke sekolah untuk
mencari data yang dibutuhkan. Kecamatan Kokap nienija buah SMP yang berstatus
Negeri. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP N lagosMP N 2 Kokap dan SMP N 3
Kokap. Hari itu, peneliti berhasil sampai ke SMP 2NKokap yang terletak di daerah
Hargotirto. Untuk sampai ke sekolah tersebut, jalang harus di lalui peneliti berkelok-
kelok karena daerah Kokap merupakan daerah yandidiogeografisnya sebgaian besar
adalah perbukitan. Sepanjang perjalanan yang liigeloleh hutan, peneliti disuguhi sedikit
pemandangan indah dari Waduk Sermo. Sepanjandigrayg peneliti hanya menemukan
satu kendaraan umum vyaitu bis, yang lewat di desedebut. Sesampai di sekolah, tampak
kondisi gedung sekolah yang cukup bagus dan tendm dengan lingkungan sekitar yang
masih asri karena dikelilingi oleh hutan perbukitaéaktu itu, sekolah tampak agak sepi,
karena jam sekolah hari itu lebih pendek daripadadnya. Selain itu, para pendidik dan
tenaga kependidikan sibuk mempersiapkan keperleakait pelaksanaan Ujian Akhir
Nasional (UAN) yang akan diselenggarakan dua faai. IBeruntung peneliti bisa bertemu

dengan Kepsek SMP N 2 Kokap yaitu Bapak SH. B&#dlkmenyambut kedatangan peneliti
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dengan ramah. Setelah menjelaskan maksud kedatpegethti, akhirnya peneliti diminta

untuk mengisi buku tamu dan langsung dipertemukamgan salah seorang pegawai TU
sekaligus BK vyaitu ibu S. Setelah mendapat datey yibutuhkan dari ibu S, peneliti pun
sekaligus melakukan wawancara dengan bapak SH mailgpu S tentang hal-hal yang

berkaitan dengan judul penelitian. Setelah meragap; peneliti mengucapkan terimakasih
dan berpamitan untuk pulang.

Setelah selesai di SMP N 2 Kokap, peneliti pumumeke SMP N 1 Kokap. Jarak antara
SMP N 2 Kokap dan SMP N 3 Kokap kurang lebih sekd@ km. Sepanjang perjalanan,
peneliti disuguhi pemandangan yang hampir samaatepgmandangan yang sebelumnya
yaitu hutan dan jalan yang berkelok-kelok. Akamapetuntuk saat ini, peneliti juga melihat
siswa-siswa yang berjalan kaki setelah pulangskkolah. Karena sarana transportasi umum
di daerah ini masih kurang. Setelah menempuh pegal selama 30 menit, akhirnya peneliti
sampai ke SMP N 1 Kokap yaitu di daerah Hargor€pndisi gedung sekolah cukup baik.
Akan tetapi berbeda dengan kondisi SMP N 2 Kokeygklungan sekitar SMP N 1 Kokap,
lebih ramai dan terlihat modern. Sarana transpom@asum juga tidak sulit dijumpai.
Memasuki gedung SMP N 1 Kokap, kondisi sekolah jiegbhat sepi. Lalu peneliti bertemu
dengan salah seorang pegawai TU, kemudian pedigiisilahkan untuk menunggu di ruang
Kepsek. Beberapa menit kemudian bapak HT selaksddegatang. Meskipun terlihat sangat
sibuk, bapak HT meluangkan waktunya untuk meneraoeliti. Setelah mendengar maksud
kedatangan peneliti, peneliti diminta untuk mengigku tamu kemudian dipersilahkan untuk
bertemu dengan ibu EE. Karena bapak HT ada kepefia yaitu mengambil soal untuk
UAN yang akan diselenggarakan dua hari lagi, mékaBE lah yang melayani keperluan

kami. Akan tetapi pada hari itu, peneliti tidak disangsung mendapatkan data yang



118

diperlukan karena situasi pada saat itu memanthaersibuk sekali. Peneliti pun diminta
untuk datang kembali satu minggu kemudian. Setdligepakati, akhirnya peneliti

mengucapkan terimakasih dan berpamitan untuk pulang
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Observas 6
Hari . Sabtu
Tanggal : 26 Juni 2010

Pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB, peneliti datangg 8MP N 1 Kokap dengan
maksud untuk mengambil data. Sesuai dengan pemasgbelumnya, sesampai di SMP N 1
Kokap, peneliti bertemu dengan ibu EE. Setelah meatidata dari ibu EE, peneliti pun
melakukan wawancara dengan ibu EE terkait perntzesalgang sedang diteliti. Setelah
dirasa cukup, peneliti pun mengucapkan terimak@armhberpamitan untuk pulang.

Setelah selesai di SMP N 1 Kokap, peneliti piemoju ke SMP N 3 Kokap yang
berada di daerah Kalirejo. Perjalanan yang ditempamakan waktu kurang lebih 45 menit
dengan jarak tempuh kurang lebih 40km. Sesampangpat tujuan, peneliti bertemu dengan
salah seorang pegawai dan diminta langsung meraujuugng Kepsek. Tidak berapa lama
kemudian masuk seorang laki-laki paruh baya meniaaija berwarna coklat muda dengan
senyum di wajahnya menemui peneliti. Beliau addlapak SY selaku Kepsek SMP N 3
Kokap. Setelah mendengar tujuan peneliti datangelgelalu diminta mengisi buku ruang
tamu dan di minta untuk menunggu seorang pegawamgdgambilkan data yang peneliti
butuhkan. Sambil menunggu data tersebut, peneiitirpelakukan wawancara dengan bapak
SY terkait permasalahan yang diteliti. Setelah gig@p cukup dalam wawancara bersama
bapak SY lalu peneliti pun melakukan wawancara derya orang pegawai TU yaitu bapak
SN dan MS yang sekaligus menjadi warga sekitarlabk&etelah peneliti mendapat data

yang dibutuhkan, peneliti pun mengucapkan terimak@an berpamitan untuk pulang.
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Observas 7
Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juli 2010

Pagi itu sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti metatagi kantor UPTD Kecamatan
Kokap dengan maksud untuk melakukan wawancara dekgpala UPTD Kecamatan
Kokap. Beruntung sekali karena hari itu penelitigsung bisa bertemu dengan beliau yaitu
bapak ST. Dengan perawakan tubuh yang tidak tetiagigi, rambut yang telah memutih,
beliau menyapa peneliti dengasn nada bicara yamgasdembut dan senyum yang ramah.
Setelah menjelaskan maksud kedatangan penelitglipgoun diminta untuk mengisi buku
tamu. Setelah itu, peneliti memulai wawancara derggpak ST terkait permasalahan yang
sedang di teliti. Setelah melakukan wawancara, lbb&Jamenawarkan diri untuk menemani
peneliti mencari rumah anak yang mengalami putislak dengan alasan kondisi medan
yang akan dilalui terasa akan cukup berat bagilper&khirnya peneliti pun dengan senang
hati menerima bantuan dari bapak ST. Sepanjanglaegn, medan yang dilalui cukup sulit.
Peneliti melewati jalan setapak yang terjal darbatker serta dikelilingi oleh hutan. Peneliti
sangat bersyukur karena di temani oleh bapak S3a,f& di tempat tujuan, kami disambut
oleh seorang ibu paruh baya. Terlihat ekspresiwida tersebut terkejut melihat kedatangan
kami. Setelah bapak ST menjelaskan maksud kedatakgai, bapak ST mohon pamit
kepada ibu tersebut dan peneliti pun melanjutkabipeangan dengan ibu tersebut. Ibu dua
anak yang masih terlihat muda tersebut bernam&RuBeliau adalah salah satu orang tua
dari anak yang mengalami putus sekolah. Bahkan ngmalang berjumlah dua orang,

semuanya mengalami hal yang sama vyaitu putus $ek8ktelah mendapatkan informasi
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yang dibutuhkan, akhirnya peneliti pun mengucapkammakasih kepada ibu SR dan

berpamitan untuk pulang.
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
PAUD DAN DIKDAS KECAMATA

SMP 1 KOKAP

KAP, KULON PROGO 3

UPTD N KOKAP
GO REJO, KO [
8506 KODEPOS 55653 ¢

ALAMAT : HAR
" TELP. (0274) 77

SMP N 2 Kokap
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Peneliti sedang mewawancarai Kepsek SMP N 2 Kokap

Peneliti sedang mewawancarai Kepsek SMP N 3 Kokap
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Pendliti sedang mencari data jumlah angka putus sekolah
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Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat sekaligus orang tua dari salah
satu siswa putus sekolah

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah Kokap adalah penderes atau pembuat
gulajawa



Minimnya sarana transportasi umum menyebabkan siswa berebut untuk naik
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Kurangnya sarana transportasi umum menyebabkan siswva menggunakan sepeda sebagai
alternative

Tidak adanya sarana transportasi menyebabkan siswa harus berjalan kaki untuk sampai ke
sekolahnya
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Dikeluarkan di Kokap
Pada tanggal 16 Juni 2010

Kepala UPTD PAUD DAN DIKDAS
Kecamatan Kokap

Tembusan Yth : NIP 19581215 197912 1 006
1. SMPN 1 Kokap
2. SMPN 2 Kokap

3. SMPN 3 Kokap



	HALAMAN JUDUL

	PERSETUJUAN
	PERNYATAAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Identifikasi Masalah
	C. Batasan Masalah
	D. Rumusan Masalah
	E. Tujuan Penelitian
	F. Manfaat Penelitian

	BAB II KAJIAN PUSTAKA
	A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan
	B. Kebijakan Pendidikan di era Otonomi Daerah (Desentralisasi Pendidikan)
	C. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	C. Kerangka Berpikir

	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan Penelitian
	B. Fokus Penelitian
	C. Tempat Penelitian
	D. Populasi dan Sampel
	E. Tehnik Pengumpulan Data
	F. Tehnik Analisis Data
	G. Keabsahan Data

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Hasil Penelitian
	B. Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



